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KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

Menimbang : a . bahwa Undang -undang Nomor 18  Tahun 1987 tentang  Pajak  Daerah  dan 
Ret ri busi  Daerah sebagaimana tel ah  diubah dengan Undang -undang 
Nomor 34 Tahun 2000,  memberi  peluang kepada Daerah untuk 
melakukan penyempurnaan te rhadap ke tentuan -ketentuan  yang 
berkai l an dengan Pajak  Daerah  

  b . bahwa penyempurnaan ke tentuan  sebagaimana dimaksud pada huruf  a , 
disamping  untuk  meningkatkan  partis i pasi  dan  peran  ser ta  masyaraka t 
dalam melaksanakan ketentuan perpajakan  Daerah,  j uga  d imaksudkan 
untuk menyederhanakan Pera tu ran  Daerah yang mengatur masing -
masing jenis Pajak  Daerah.  

c.   bahwa uniuk  mencapai  maksud te rsebut  pada huruf  b  dan  mencip takan 
keseragaman pelaksanaan pemungutan  Pajak  Daerah,  per lu  dia tu r 
ke tentuan  fo rmal  yang  merupakan pedoman umum pemungutan  pajak 
yang  terpisah dari  ketentuan  materi al  perpajakan Daerah .  

d . bahwa sehubungan dengan ha l  sebagaimana dimaksud pada huru f  a ,  b , 
dan  c,  perl u menetapkan Ketentuan Umum Pajak  

  

Mengingat   :   1 . Undang-undang Nomor 6  Tahun 1983 tentang  Keten tuan  Umum  dan 
Ta ta  Cara  Perpajakan  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3262), 
sebagaimana tel ah  di ubah dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 
2000 (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahu n 2000 Nomor 126 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).   

  2 . Undang-undang Nomor 18  Tahun 1997 tentang  Pajak  Daerah  dan 
Ret ri busi  Daerah  (Lembaran  Negara Republ ik Indonesia  Tahun 1997 
Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3685), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000.  

3 . Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ten tang  Penag ihan Pajak Dengan 
Surat  Paksa (Lembaran Negara  Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor 3686),  sebagaimana telah 
di ubah dengan Undan g-undang Nomor 19  Tahun 2000 (Lembaran 
Negara  Republ ik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 129 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3987).   

4 . Undang-undang Nomor 22  Tahun 1999 tentang  Pemerin tahan Daerah 
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 60 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  



5. Undang-undang Nomor 25  Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Anta ra Pemeri ntah  Pusat  dan Daerah  (Lembaran  Negara  Republ ik 
Indones ia  Tahun 1999 Nomor 72,  Tam bahan Lembaran  Negara  Nomor 
3848). 

6 . Undang-undang Nomor 34  Tahun 1999 ten tang Pemer intahan P ropinsi  
Daerah  Khusus  Ibukota Negara  Republ ik Indonesia  Jakarta (Lembaran 
Negara  Republ ik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 146 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3878).   

7 . Undang-undang Nomor 14  Tahun 2002 tentang  Pengadi l an  Pajak 
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 27 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189).  

8 . Peraturan  Pemeri ntah  Nomor 135  Tahun 2000 tentang  Tata  Cara 
Penyitaan  Dalam  Rangka Penagihan  Pajak  dengan Sura t  Paksa 
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 20 00 Nomor 247 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049).  

9 . Peraturan  Pemeri ntah  Nomor 136  Tahun 2000 tentang  Tata  Cara 
Penjualan  Barang  Sitaan  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 
2000 Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4050).  

10. Peraturan  Pemeri ntah  Nomor 137  Tahun 2000 tentang  Tata  Cara 
Penyanderaan,  Rehabi l i tasi  Nama Baik  Penanggung Pajak,  dan 
Pemberian  Ganti  Rugi  Dalam Rangka Penagihan  Pajak Dengan Sura t 
Paksa,  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 249 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051).  

11. Peraturan  Pemeri ntah  Nomor 65  Tahun 2001 tentan g  Pajak Daerah , 
(Lembaran  Negara  Republ ik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 118 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).  

12. Peraturan  Daerah  P ropinsi  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakarta  Nomor 3 
Tahun 2001 ten tang  Bentuk  Organisasi  dan  Ta ta  Kerja  Perangka t 
Daerah  dan  Sek re ta ria t  Dewan Perwaki lan  Rakyat  Daerah  P ropi nsi  
Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakarta  (Lembaran Daerah  P ropinsi  Daerah 
Khusus  Ibuko ta  Jakarta  Tahun 2001 Nomor 66) .  

 
Dengan perse tujuan 

 
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peratu ran  Daerah i ni ,  yang dimaksud dengan: 

1 . Pemeri ntah  Daerah  ada lah  Pemeri ntah  propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota 
Jakarta ; 

2 . Gubernur adalah  Gubernur P rop insi  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakarta ;  



3. Dewan Perwaki lan  Rakya t  Daerah  adalah  Dewan perwaki lan  Rakya t 
Daerah Propinsi  Daerah  Khusus Ibuko ta Jakart a; 

4 . D inas  Pendapatan  Daerah  adalah  Dinas  Pendapatan  Daerah  P ropinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  

5 . Kanto r  Perbendaharaan dan  Kas  Daerah  adalah  Kanto r  Perbendaharaan 
dan  Kas  Daerah P ropinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  

6 . Peraturan  Daerah  adalah  pera tu ran  yang di tetapkan ol eh  Kepala  Daerah 
dengan persetujuan Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah ;  

7 . Pajak  Daerah  yang selanju tnya  disebut  pajak  adalah  iu ran  waj i b  yang 
di lakukan oleh  o rang  p ribadi  atau  badan kepada Daerah  tanpa imbalan 
langsung yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan  pera tu ran 
perundang -undangan yang ber laku ,  yang  digunakan un tuk  membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah  dan  pembangunan Daerah ;  

8 . Badan acHalah sekumpulan  o rang  dan/atau  modal , yang merupakan 
kesauSu^n ,  baik yang mel akukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha,  yang mel i pu ti  perseroan  terba tas , perseroan  komanditer , 
perseroan  lainnya .  Badan Usaha Mi l ik  Negara  a tau  Daerah  dengan n^ma 
dan  dalam bentuk  apapun fi rma,  kongsi .  koperasi ,  dana  pendaur* 
perseku tuan ,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa ,  o rganisasi  
sosi al  po l i t ik , atau  o rganisasi  yang sejenis,  lembaga, bentuk usaha 
tetap , dan  bentuk badan lai nnya ;  

9 . W aj ib Pajak  adalah  o rang  p ri badi  atau  badan yang menuru t  keten tuan 
peratu ran  perundang -undangan perpajakan  Daerah,  diwaj ibkan  untuk 
melakukan pembayaran  pajak yang te ru tang,  te rmasuk pemungut atau 
pemotong pa jak te rten tu ;  

10. Penanggung Pa jak  adalah  orang  p ribadi  atau  todaan yang bertanggung 
jawab a tas  pembayaran  pa jak,  te rmasuk  waki l  yang  menjalankan hak 
dan  memenuhi  kewaj i ban  W aj ib  Pajak  menurut  ketentuan  pera tu ran 
perpajakan Daerah ; 

11. Masa Pajak  ada lah  j angka  wak tu  yang  l amanya sama dengan sa tu  bulan 
talkwim a tau  jangka  wak tu  lai n  yang  d i te tapkan dengan Keputusan 
Gubernur;  

12. Tahun Pajak  adalah  jangka  waktu yang l amanya sa tu  tahun  talkwim atau 
jangka  waktu  lai n.  kecual i  bi la  W aj ib  Pajak  Menggunakan tahun buku 
yang ti dak sam a dengan tahun takwim; 

13. Nomor Pokok  W aj ib  Pajak  Daerah  yang dapat  dis i ngkat  NPW PD,  adalah 
nomor yang  diberikan  kepada W aj ib  Pajak  sebag ai  sa rana  dalam 
administ rasi  perpajakan  yang di pergunakan sebagai  tanda  pengenal  di ri  
a tau i den ti tas W aj ib  Pa jak dan usaha W aj ib  Pajak  dalam melaksanakan 
hak dan  kewaj i ban perpa jakan Daerah ;  

14. Pemungutan  adalah  sua tu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  pengh im punan 
data  objek ,  subjek  pajak  dan  penentuan  besarnya  pajak  yang  terutang , 
sampai  dengan kegia tan  penagihan  pajak  serta  pengawasan 
penyeto rannya;  

15. Pajak  yang  te rutang  adalah  pajak  yang  harus  di bayar pada sua tu  saat , 
dalam  Masa Pajak,  dan  Tahun Pajak atau  dalam  bagian  tahun pajak 
berdasarkan  Peratu ran  Daerah  un tuk  masing -masing  jenis  Pajak 
Daerah; 

16. Surat  Pendafta ran  Objek  Pajak  Daerah ,  yang  dapat  dis i ngkat  SPOPD, 
adalah  sura t  yang  digunakan W aj ib  Pajak  un tuk  mendaf ta rkan  di ri  dan 
melaporkan objek  pajak  atau  usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah ;  



17. Surat  Pemberi tahuan Pajak Daerah , yang  dapat  dis i ngkat  SPTPD, 
adalah  surat  yang  ol eh  W aj ib  Pajak  di gunakan untuk  melaporkan 
penghi tungan dan  atau  pembayaran  pajak ,  objek  pajak  dan  atau  bukan 
objek  pajak,  dan  atau  har ta  dan  kewaj iban,  m enurut  keten tuan  pera tu ran 
perundang -undangan perpajakan  Daerah;  

18. Surat  Seto ran  Pajak  Daerah,  yang  dapat  dis i ngka t  SSPD,  adalah  sura t 
yang  oleh  W aj ib  Pajak  di gunakan untuk  melakukan pembayaran  atau 
penyeto ran  pa jak yang te ru tang  ke Kanto r  Perbendaharaan dan Kas 
Daerah  atau  Bank atau tempat pembayaran  lai n yang  di tunjuk  oleh 
Gubernur;  

19. Surat  Ketetapan Pajak  Daerah,  yang  dapat  dis ingkat  SKPD,  adalah 
surat  ketetapan pajak yang  menentukan  besanya j umlah pokok  pajak ;  

20. Surat  Ke te tapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar,  yang  dapat  dis i ngka t 
SKPDKB,  adalah  surat  ke tetapan pajak  yang  menentukan  besarnya 
jumlah  pokok  pajak,  j umlah  k redi t  paj ak,  j umlah  kekurangan 
pembayaran  pokok  pajak ,  besarnya  sanksi  adminis trasi ,  dan  j umlah 
yang masih harus  di bayar; 

21. Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar Tambahan,  yang  dapat 
dis ingkat  SKPDKBT,  adalah  sura t  ke tetapan pajak  yang  menentukan 
tambahan atas j umlah pajak yang  telah di te tapkan,  

22. Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Lebih  Bayar,  yang  dapat  dis i ngk a t 
SKPDLB,  adalah surat  ke tetapan pajak yang menentukan j umlah 
kelebihan  pembayaran  pajak,  karena  jumlah  k redi t  paj ak  lebi h  besar 
daripada  pajak yang te ru tang atau tidak seharusnya  te rutang;  

23. Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Nihi l ,  yang  dapat  dis i ngka t  SKPD N, 
adalah  surat  ke te tapan yang menentukan  jumlah  pajak  te ru tang  sama 
besarnya  dengan jumlah  kredi t  pajak ,  a tau  pajak  tidak  terutang  dan 
t idak  ada k redi t pajak ;  

24. Surat  Tag ihan Pajak  Daerah,  yang  dapat  dis ingka t STPD,  adalah  sura t 
untuk melakukan tagihan  pajak  dan /a tau  sanksi  administ rasi  berupa 
bunga dan atau denda;  

25. Surat  Keputusan  Pembetulan adalah sura t keputusan  yang membetulkan 
kesalahan tul is,  kesalahan hi tung  dan/a tau  kekel i ruan  dalam  penerapan 
ke tentuan  te rten tu  dalam  peratu ran  perundang -undangan perpajakan 
Daerah,  yang  te rdapat  dalam Surat  Ke te tapan Pajak  Daerah,  Sura t 
Kete tapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar,  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah 
Kurang  Bayar Tambahan,  Surat  Ke tetapan Pajak  Daerah  Lebih  Bayar, 
Surat  Ke te tapan Pajak Daerah  Nihi l ,  atau  Sura t Tagihan  Pajak Daerah ;  

26. Surat  Keputusan  Kebera tan  adalah  sura t  kepu tusan  a tas  keberatan 
te rhadap Surat  Ke tetapan Pajak  Daerah,  Sura t  Ke te tapan Pajak  Daerah 
Kurang Bayar, Sura t Ketetapan Pajak Daerah  Kurang Bayar Tambahan, 
Surat  Ke tetapan Pajak  Daerah  Leb ih  Bayar,  Sura t  Kete tapan Pajak 
Daerah  Nihi l ,  atau  terhadap pemotongan atau  pemungutan oleh  pihak 
ke tiga yang  di ajukan oleh W aj ib  Pajak;  

27. Surat  Paksa  adalah surat  perin tah membayar u tang  pajak  dan  biaya 
penagihan  pajak;  

28. Banding  adalah  upaya  hukum  yang dapat  di lakukan ol eh  W aj ib  Pajak 
a tau penanggung pajak te rhadap suatu  kepu tusan  yang dapat  di ajukan 
banding ,  berdasarkan  ketentuan  pera tu ran  perundang -undangan 
perpajakan yang berl aku ;  

29. Putusan  banding  adalah pu tusan badan peradi l an  pajak  atas bandin g 
te rhadap Surat  Keputusan Keberatan  yang diaj ukan  ol eh  W aj ib Pajak ;  



30. Gugatana  adalah  upaya  hukum yang dapat  di lakukan oleh  W aj ib  Pajak 
a tau  Penanggung Pajak  te rhadap pelaksanaan penagihan  pa jak  atau 
te rhadap keputusan  yang dapat  diajukan  gugatan berdasarkan pera tu ran 
perundang -undangan  perpajakan  yang berlaku;  

31. Pembukuan adalah  suatu  proses  pencatatan  yang di l akukan  secara 
te ra tu r  untuk  mengumpulkan  da ta  dan  i nfo rmasi  keuangan  yang me l ipu ti  
harta ,  kewaj iban , modal,  penghasi lan  dan  bi aya , serta  j umlah harga 
perolehan dan  penyerahan barang  a tau  j asa ,  yang  di tu tup  dengan 
menyusun laporan  keuangan berupa  neraca  dan laporan  laba  rugi  pada 
se tiap Tahun Pajak berakhi r;  

32. Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan  un tuk  mencari , 
mengumpulkan  dan  mengolah  da ta  dan/a tau  ke te rangan lai nnya ,  untuk 
menguj i  kepa tuhan pemenuhan kewaj iban  perpajakan  Daerah,  dan  untuk 
tujuan  l ain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peratu ran  perundang -
undangan perpajakan  Daerah;  

33. Ju rusi ta Pajak  adalah  pelaksana tindakan penagihan  paj ak  yang 
mel iputi  penagihan  seke tika  dan  sekal igus,  pemberi tahuan sura t paksa , 
penyi taan dan penyanderaan;  

34. Penyidikan  tindak  pidana di  bi dang  perpajakan  Daerah  adalah 
serangkaian  tindakan yang di l akukan oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Si pi l  
(PPNS),  un tuk  m encari  se rta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan bukti  i tu 
membuat  terang  ti ndak  pidana di  bi dang  perpajakan  Daerah  yang 
te rjadi , se rta menemukan te rsangkanya.  

 
BAB II  

 
JENIS  PAJAK 

 
Pasal 2 

 

Jenis pajak te rdi ri  da ri  :  

1 . Pajak Kendaraan  Bermotor dan  Kendaraan  di  Ata s A ir ; 

2 . Bea Bal ik  Nama Kendaraan Bermotor dan  Kendaraan di  A tas  Ai r;  

3 . Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  

4 . Pajak  Pengambi lan  dan  Pemanfaatan  Ai r  Bawah Tanah dan  Ai r 
Permukaan; 

5 . Pajak Hotel ;  

6 . Pajak Res to ran;  

7 . Pajak Hiburan; 

8 . Pajak Reklame; 

9 . Pajak Penerangan Jalan ; 

10. Pajak Pengambi l an Bahan Gal ian Golongan C;  

11. Pajak Parki r.  

 
Pasal 3 

(1 ) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  di tetapkan 
dengan Peraturan  Daerah 



(2 ) Peraturan  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :  

a . Sekurang-kurangnya  mengatur  mengenai :  

1 ) Nama,  objek,  subjek pajak dan  waj ib  pajak;   

2 ) Dasar pengenaan pajak;   

3 ) Tar i f pajak  

4 ) Cara  penghitungan pajak  

5 ) Masa pajak  

6 ) Saat  te rutang pajak   

b . Ti dak berlaku surut   

c. Ti dak  boleh  ber tentangan dengan kepentingan  umum  dan/atau 
ke tentuan  peraturan  perundangan-undangan yang lebih  tinggi .  

(3 ) Pemungutan  pa jak  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 )  t i dak  dapat 
di borongkan.  

 
Pasal 4 

(1 ) Selain  j enis  pajak  sebagaimana d i te tapkan dalam pasal 2 dengan 
Peraturan  Daerah  dapat  di tetapkan j enis  pajak  lai nnya  dengan 
memenuhi k ri te ria  sebagai beri ku t:   

a . Bersi fa t pajak  dan  bukan ret ri busi  

b . Objek  pajak  te rle tak  atau  te rdapat  di  w i l ayah  P ropinsi  Daerah 
Khusus  Ibuko ta  Jakarta,  dan  mempunyai  mobi l i tas  yang  cukup 
rendah,  ser ta  hanya  melayani  masyaraka t di  w i l ayah  P ropinsi  Daerah 
Khusus  Ibuko ta  Jakarta .  

c. Objek dan dasar pengenaan pajak  ti dak  ber ten tangan dengan 
kepenti ngan umum.  

d . Objek pajak bukan merupakan objek  pajak pusat .  

e . Potensinya memadai .  

f . Ti dak memberikan dampak ekonomi yang  negati f .  

g . Memperha tikan aspek  keadi l an dan kemampuan masyaraka t.   

h . Menjaga  kelestari an  l ingkungan.   

(2 ) Peraturan  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) harus  te rlebih 
dahulu  disosial isasikan  kepada masyarakat  sebelum di tetapkan.  

 
BAB III  

 
PEMUNGUTAN 

 
Bagian Pertama Sistem Pemungutan  

 
Pasal 5 

(1 ) Sis tem pemungutan pajak te rdi ri  da ri :  

a . di bayar sendi ri  oleh W aj ib  Pajak;  

b . di te tapkan ol eh  Gubernur;  

c. di pungut oleh pemungut  pajak.  



(2 ) Gubernur menetapkan jenis  pajak  yang  dibayar sendiri  ol eh  W aj ib  Pajak 
a tau di te tapkan ol eh  Gubernur a tau  di pungut oleh  pemungut  pajak.  

 
Bagian Kedua 

 
Pendaf ta ran dan  Pel aporan 

 
Pasal 6 

(1 ) Setiap  W aj ib  Pajak ,  waj ib  mendafta rkan  di ri  dan  melaporkan  usahanya 
dengan menggunakan SPOPD ke  Dinas  Pendapatan  Daerah  yang 
wi layah kerjanya  mel ipu ti  tempat t inggal  a tau kedudukan usaha W aj ib 
Pajak. 

(2 ) SPOPD harus  diambi l  sendi ri  oleh  W aj ib  Pa jak  atau  Penanggung Pajak 
di  Dinas Pendapatan  Daerah  atau  tempat  l ain  yang  di tunjuk  oleh 
Gubernur.  

(3 ) SPOPD harus  di is i  dengan benar, j elas  dan  l engkap,  dan  di tanda tangani 
ol eh  W aj ib  Pajak  a tau  Penanggung Pajak ,  ser ta  menyampaikannya  ke 
D inas  Pendapatan Daerah . 

(4 ) W aj ib Pajak  yang  tel ah  mendaf ta rkan  di ri  dan  melaporkan  usahanya 
sebagaimana d imaksud pada aya t (1 ) , diberikan  NPW PD.  

(5 ) W aj ib Pajak  yang  tidak  mendaftarkan  di ri  dan  melaporkan  usahanya , 
dikenakan sanksi  adminis t rasi  berupa  denda yang besarnya  di tetapkan 
ol eh  Gubernur.  

(6 ) Kepala  Dinas  Pendapatan  Daerah  dapat menerbi tkan NPW PD secara 
jaba tan,  apabi l a  W aj ib Pajak  tidak  melaksanakan kewaj iban 
sebagaimana d imaksud pada aya t (1 ) . 

(7 ) Ta ta  cara  pendafta ran  dan  pelaporan  sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1 ) , di te tapkan ol eh Gubernur 

 
 

Bagian Keti ga 
 

Pajak Dibayar Sendi ri  Oleh  W aj ib Pajak  
 

Paragra f 1  
 

SPTPD 
 

Pasal 7 
 

(1 ) Setiap  W aj ib  Pajak  yang  pajaknya  dibayar sendi ri ,  waj ib  mengisi  SPTPD 
dengan benar,  j elas ,  lengkap dan  menandatangani  se rta  
menyampaikannya , ke Dinas  Pendapatan Da erah . 

(2 ) Penyampaian  SPTPD sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  di l akukan 
pal ing l ambat  20  hari  se tel ah  berakhi r masa pajak .  

(3 ) Apabi l a  ba tas  wak tu  penyampaian  SPTPD ja tuh  pada hari  l i bu r,  maka 
batas wak tu penyampaian SPTPD ja tuh  pada hari  ke rj a beriku tnya.  

(4 ) Penyampaian  SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  di lampi ri  
dengan ke te rangan atau  dokumen yang di te tapkan ol eh Gubernur.  

(5 ) SPTPD dianggap ti dak  disampaikan ,  apabi la  t idak  di tandatangani  oleh 
W aj ib Pajak  atau  Penanggung Pajak  sebagaimana dimaksud pada aya t 



(1 ) , dan  tidak  di l ampiri  keterangan atau  dokumen sebagaimana 
dimaksud pada aya t (4 ) .  

(6 ) W aj ib Pa jak  a tau  Penanggung Pajak  harus  mengambi l  sendi ri  SPTPD di 
D inas  Pendapatan  Daerah  a tau  tempat  lai n  yang  di tunjuk  oleh 
Gubernur.  

(7 ) Gubernur menetapkan jenis  pajak  te rt entu yang tidak diwaj ibkan 
menyampaikan SPTPD. 

 
Pasal 8 

(1 ) Gubernur atau  pejaba t  yang  di tunjuk  atas  permohonan W aj ib  Pajak  atau 
Penanggung Pajak,  dapat  memperpanjang  jangka  wak tu  penyampaian 
SPTPD pal i ng lama 2 bulan.  

(2 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya t  ( I) ,  dia jukan  secara 
te rtul is kepada Gubernur atau pejaba t  yang di tunjuk,  selambat -
lambatnya  sebe lum  berakhi rnya  ba tas  wak tu ,  (2 )  dengan persyaratan 
melampi rkan  pernyataan  ter tul is  m engenai  besarnya  pajak  te ru tang 
yang harus dibayar.  

 
Pasal 9 

(1 ) W aj ib Pajak  atau  Penanggung Pajak  dengan kemauan sendi ri  dapa t 
membetulkan SPTPD yang telah  disampaikan,  dengan menyampaikan 
surat  pernyataan  te rtul is  kepada Gubernur atau  pe jabat  yang  di tunjuk , 
dalam  jangka  wak tu  pal i ng  l ama 2  tahun sesudah berakhi rnya  masa 
pajak  a tau  tahun pa jak,  sepanjang Dinas Pendapatan  Daerah belum 
melakukan ti ndakan pemeriksaan.  

(2 ) Dalam  hal  W aj ib  Pajak  atau  Penanggung Pajak  membetulkan  sendi ri  
SPTPD sebagaimana dimaksud pada aya t  (1) ,  yang  m engakibatkan 
u tang  pajak  menjadi  lebih  besar,  maka kepad anya  dikenakan sanksi  
administ rasi  berupa  bunga sebesar 2% sebulan  a tas  j umlah  pajak  yang 
kurang  dibayar,  dihi tung  se jak  saat  berakhi rnya  penyampaian  SPTPD 
sampai dengan tanggal  pembayaran karena pembetulan SPTPD.  

 
Paragra f 2 

 
Penetapan 

 
Pasal 10 

(1 ) Setiap  W aj ib Pajak  yang  pa jaknya dibayar sendi ri ,  waj ib  menghitung , 
memperhi tungkan,  membayar dan  melaporkan  sendi ri  paj ak  yang 
te ru tang  berdasarkan  Peratu ran  Daerah  un tuk  masing -masing  Pajak 
Daerah. 

(2 ) W aj ib Pajak dalam memenuhi kewaj iban  sebagaimana dimaksud pada 
ayat  ( I),  menggunakan SPTPD.  

 
Pasal 11 

(1 ) Dalam j angka  waktu  5  (l ima) tahun  sesudah saat  te ru tangnya pajak , 
Gubernur dapat  menerbi tkan:  

a . SKPDKB dalam hal:  

1 )  apabi la  berdasarkan  hasi l  pemeriksaan atau  ke te rangan  lain , 
pajak  yang te ru tang  tidak atau kurang dibayar;   



2)  apabi la  SPTPD tidak  disampaikan  kepada Gubernur dalam j angka 
waktu te rten tu dan setel ah  di tegur secara  te r tul is ;  

3 )  apabi la  kewaj iban  mengisi  SPTPD tidak  dipenuhi  pajak  yang 
te ru tang dihi tung secara  jabatan .  

b . SKPDKBT,  apabi la  di temukan da ta  baru dan/a tau da ta yang semula 
belum te rungkap yang menyebabkan  penambahan j umlah  pajak  yang 
te ru tang. 

c. SKPDN,  apabi l a  j umlah  pajak  yang  te rutang  sama besarnya  dengan 
jumlah  kredi t  pajak  a tau  pajak  ti dak  te ru tang  dan  tidak  ada  k redi t 
pajak . 

(2 ) Jumlah  kekurangan pajak  yang  te ru tang  dalam  SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1 )  huruf  a angka  1 )  dan  angka  2 ) , dikenakan 
sanksi  adminis t rasi  berupa bunga sebesar 2% sebulan,  di hi tung  dari  
pajak  yang  kurang  atau  te rlambat  di bayar un tuk  j angka  wak tu  pal ing 
lama 24  bulan di hi tung sejak saa t te ru tangnya pajak .  

(3 ) Jumlah  pajak  yang  terutang  dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada aya t (1)  huru f a angka  3 ).  dikenakan sanksi  administ rasi  berupa 
kenaikan  pajak  sebesar 25% dari  pokok  pajak ,  di tambah sanksi  
administ rasi  berupa  bunga sebesar 2% sebulan  d ihi tung  dari  pajak  yang 
kurang  atau  te rlambat  dibayar untuk  jangka  wak tu  pal ing  lama 24  bulan 
di hi tung sejak saa t te ru tangnya pajak .  

(4 ) Jumlah kekurangan pajak yang  te ru tang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada aya t  ( I)  huruf  b ,  dikenakan sanksi  adm inist rasi  berupa 
kenaikan  pajak sebesar 100% dari  jumlah  kekurangan pajak  te rsebut.  

(5 ) Kenaikan  pajak  sebagaimana dimaksud pada aya t (4 )  t idak dikenakan 
apabi la  W aj ib Pajak  melaporkan send iri  sebelum di l akukan tindakan 
pemeriksa"* *1 

 
Bagian Keempat 

 
Pajak Di tetapkan Oleh  Gubernur 

 
Pasal 12 

 

(1 ) Pajak  di te tapkan oleh  Gubernur dengan menerbi tkan  SKPD atau 
dokumen lai n yang  di persamakan.  

(2 ) Ta ta  cara  penerbi tan  SKPD atau  dokumen lain  yang  di persamakan 
sebagaimana d imaksud pada aya t (1 ) , di tetapkan ol eh  Gubernur.  

 
Bagian Kel ima 

 
Pemungutan Pajak  

 
Pasal 13 

 

(1 ) Pemungut Pajak  di te tapkan ol eh Gubernur.  

(2 ) Ta ta  cara pemungutan  pajak oleh  Pemungut  Pajak  sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1 )  di tetapkan oleh Gubernur.  

 



BAB IV 
 

W ILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 14 

 

W ilayah  pemungutan  pajak  adalah  di  w i layah  P ropinsi  Daerah  Khusus 
Ibukota Jakarta .  

 
BAB V 

 
PEMBAYARAN 

 
Pasal 15 

 

(1 ) Pembayaran pajak te ru tang  un tuk  pajak  yang  dibayar sendi ri  
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  5  aya t  (1 )  huru f  a ,  di l aksanakan 
selambat -l ambatnya  15 hari  ke rja  setel ah  berakhi rnya  masa pajak 
kecual i  di te tapkan lain  ol eh  Gubernur.  

(2 ) Pembayaran  pajak  te rutang  un tuk  pajak  yang  di tetapkan ol eh  Gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam  pasal  5  aya t  (1 )  huruf  b,  di l aksanakan 
pal ing  lama 30  hari  sejak  tanggal  di te rbi tkan  Surat  Ketetapan Pajak 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17.  

(3 ) Apabi l a  ba tas  waktu  pembayaran  j atuh  pada hari  l i bu r  maka batas  waktu 
pembayaran j atuh  pada hari  ke rja  berikutnya .  

(4 ) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  di l akukan 
pada Kanto r  Perbendaharaan dan Kas  Daerah ata u  Bank  atau tempat 
la in yang di tunjuk  oleh Gubernur.  

(5 ) Apabi l a  pembayaran  pajak  te ru tang  d i lakukan setelah  ja tuh  tempo 
pembayaran  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 )  dikenakan bunga 
ke te rl ambatan  sebesar 2% sebulan  untuk  jangka  wak tu  pal ing  lama 24 
bulan. 

 
 

Pasal 16 
 

(1 ) W aj ib Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  aya t  ( I)  huruf  a , 
membayar pajaknya dengan menggunakan SSPD.  

(2 ) W aj ib Pajak  sebagaimana dimaksud da lam  Pasal  5  aya t  (1 )  huru f  b , 
membayar pajaknya dengan menggunakan SKPD.  

(3 ) Gubernur dapat  menetapkan sarana  pembayaran  l ain  selain  SSPD dan 
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) dan  (2 )  

 
Pasal 17 

 

SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD,  Sura t  Keputusan  Pembetulan.  Sura t 
Keputusan  Kebera tan,  dan  Putusan  Banding  yang menyebabkan j umlah 
pajak  yang  harus dibayar bertambah , waj i b di lunasi  dalam jangka wak tu 
pal ing l ama 30 hari  sejak tanggal di te rbi tkan .  

 



Pasal 18 
 

(1 ) Gubernur atau  pejaba t  yang  di tunjuk  atas  permohonan W aj ib  Pajak  atau 
Penanggung Pajak  se tel ah  memenuh i persyara tan yang d i tentukan , 
dapat  memberikan  persetujuan  u ntuk  mengangsur a tau  menunda 
pembayaran pajak,  dengan dike nakan bunga sebesar 2% sebulan .  

(2 ) Ta ta  cara  pengajuan  permohonan,  persyara tan  dan  pembayaran 
angsuran  ser ta  penundaan pembayaran  pajak , di tetapkan oleh 
Gubernur.  

 
BAB V I 

 
PENAGIHAN 

 
Bagian Pertama  

 
STPD 

 
Pasal 19 

 
(1 ) Gubernur dapat  menerbi tkan STPD apabi la :  

a . pajak  dalam tahun berjal an  ti dak atau  kurang dibayar;  

b . dari  hasi l  penel i t ian  SPTPD, te rdapat  kekurangan  pembayaran 
sebagai  akibat  sal ah tul is  dan atau  salah  hi tung ; 

c. W aj ib Pajak  dikenakan sanksi  administ rasi  berupa  bunga  dan/a tau 
denda. 

(2 ) Jumlah kekurangan pajak  yang  te rutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada aya t  (1 )  huruf  a  dan huruf  b .  di tambah dengan sanksi  
administ rasi  berupa  bunga sebesar 2% se tiap bulan  untuk j angka  waktu 
pal ing l ama 15 bulan sejak saa t te ru tangnya pajak .  

(3 ) Surat  Ke te tapan Pajak Daerah  yang ti dak  atau  kurang  di bayar se telah 
ja tuh tempo pembayaran , dikenakan sanksi  administ rasi  berupa  bunga 
sebesar 2% sebulan, dan d i tagih  melalui  STPD.  

 
Pasal 20 

(1 ) Penagihan  pajak  di l akukan te rhadap pajak ya ng te rutang  dalam SKPD, 
SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD,  Sura t  Keputusan  Pembetulan,  Sura t 
Keputusan Kebera tan  dan Putusan Banding .  

(2 ) Penagihan  pajak  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ) ,  di l akukan 
dengan te rlebih  dahulu  memberikan surat  teguran atau  sura t  peri ngatan 
a tau surat  lai n yang  sejenis.  

(3 ) Surat  teguran  a tau  sura t  peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis , 
sekurang -kurangnya memuat:  

a . nama waj ib  pajak , a tau nama waj i b pajak  dan penanggung  pajak ; 

b . besarnya utang  pajak ;  

c. perin tah  untuk  membayar;  

d . saat  pelunasan u tang  pajak  

 



Bagian Kedua 
 

Penagihan  Seke tika  dan Seka l igus  
 

Pasal 21 

 
(1 ) Penagihan  pajak dapat  di l akukan seke tika  dan  sekal i gus  tanpa 

menunggu tanggal  j atuh  tempo pembayaran sebaga imana  dimaksud 
dalam Pasal  20  ayat (3 ) huruf  d , apabi la  :  

a . W aj ib Pajak  atau  Penanggung Pajak  akan meninggalkan  Indonesia 
untuk selama -lamanya, atau  berniat  untuk i tu;  

b . W aj ib  Pajak  a tau  Penanggung Pajak  memindah  tangankan  barang 
yang dim i l ik i  a tau  dikuasai  dalam rangka  menghentikan  atau 
mengeci lkan  kegia tan  perusahaan,  atau  pekerj aan  yang di lakukan  di  
Indones ia; 

c. te rdapat  tanda -tanda bahwa W aj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak 
akan  membubarkan  badan usahanya,  atau  menggabungkan 
usahanya ,  atau  memekarkan  usahanya ,  a tau  memindahtangankan 
perusahaan yang dim i l ik i  a tau  dikuasainya ,  atau  melakukan 
perubahan bentuk la innya; 

d . badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;  

e . te rjadi  penyi taan  a tas  barang W aj ib Pajak  a tau Penanggung  Pajak 
ol eh  pi hak keti ga , a tau te rdapat tanda -tanda  kepai l i tan . 

(2 ) Surat  Perin tah  Penagihan  Seke tika  dan  Sekal i gus ,  sekurang -kurangnya 
memuat : 

a . nama W aj ib Pajak , atau nama W aj ib Pa jak dan Penanggung  Pajak ; 

b . besarnya utang  pajak ;  

c. perin tah  untuk  membayar;  

d . saat  pelunasan pajak .  

(3 ) Surat  Peri ntah Penagihan  Seketika dan Sekal i gus  di te rbi tkan  sebelum 
penerbi tan  Sura t Paksa .  

(4 ) Pelaksanaan penagihan  seke tika  dan  s ekal i gus ,  di l aksanakan sesuai 
dengan peratu ran  perundang -undangan yang berlaku.  

 
Bagian Keti ga 

 
Surat  Paksa 

 
Pasal 22 

 

(1 ) Pajak  yang  te ru tang  berdasarkan  SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD, 
Surat  Keputusan  Pembetulan,  Sura t  Keputusan  Keberatan,  dan  Putusan 
Banding  yang t idak  atau  kurang  dibayar o leh  W aj ib  Pajak  pada 
waktunya,  dapat di tagih  dengan Sura t Paksa .  

(2 ) Surat  Paksa sebagaimana dimaksud pada aya t (1)  di te rbi tkan apabi la :  

a . W aj ib Pajak  a tau  Penanggung Pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  dan 
kepadanya  telah  d i te rbi tkan  S urat  Teguran  atau  Sura t  Peri ngatan 
a tau surat  lai n yang  sejenis;  



b. te rhadap W aj ib  Pajak atau  Penanggung Pajak  telah  di l aksanakan 
penagihan  seketika  dan  sekal i gus ;  

c. W aj ib Pajak  a tau  Penanggung Pajak  ti dak  memenuhi  keten tuan 
sebagaimana te rcantum dalam keputusan   

persetujuan  angsuran atau penundaan pembayaran  pajak .  

 
 

Pasal 23 
 

(1 ) Surat  Paksa diberi tahukan oleh Juru  Sita Pajak  dengan pernya taan 
dan  penyerahan Sal i nan  Surat  Paksa ,  kepada W aj ib  Pajak  atau 
Penanggung Pajak .  

(2 ) Pemberi tahuan Surat  Paksa sebagaimana dimaks ud pada aya t  (1 ), 
di tuangkan dalam Beri ta  Acara , yang  sekurang -kurangnya memuat:  

a . hari  dan  tanggal  pemberi tahuan Sura t Paksa ;  

b . nama Juru Si ta  Pajak;  

c. nama yang menerima;  

d . tempat  pemberi tahuan Sura t Paksa .  

(3 ) Surat  Paksa  te rhadap orang  p ri bad i  di beri tahukan ol eh  J uru  Sita  Pajak 
kepada: 

a . W aj ib Pajak  a tau  Penanggung Pajak  di  tempat  t in ggal ,  tempat 
usaha a tau di  tempat  lai n yang memungkinkan ;  

b . o rang  dewasa yang bertempat  t inggal  bersama a taupun  yang 
bekerja  di  tempat  usaha Penanggung Pajak,  apabi la  Penanggung 
Pajak yang bersangku tan tidak  dapat di jumpai ;  

c. sal ah  seorang ahl i  waris  atau  pelaksana wasia t  atau  yang  
mengurus  harta  peninggalannya ,  apabi la  W aj ib  Pajak  tel ah  
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;  

d . para  ahl i  waris,  apabi la  W aj ib  Pajak  telah  meninggal  dunia  dan 
harta  warisan telah dibagi.  

(4 ) Surat  Paksa te rhadap badan diberi tahukan oleh Juru Sita Pajak 
kepada: 

a . Pengurus,  kepala  perwaki l an ,  kepala  cabang,  penanggung  jawab, 
pemil ik modal,  baik di  tempat  kedudukan badan  yang bersangku tan, 
di  tempat  t i nggal  mereka,  m aupun di  tempat  lain  yang 
memungkinkan; 

b . pegawai  tetap  di  tempat  kedudukan atau  tempat  usaha  badan yang 
bersangku tan,  apabi l a  Juru  Si ta  Pajak  tidak  dapat  menjumpai  sal ah 
seorang sebagaimana dimaksud  pada huruf  a .  

(5 ) Dalam  hal  W aj ib  Pajak  dinyatakan  pai l i t,  Su ra t  Paksa  diberi tahukan 
kepada Kurato r ,  Hakim Pengawas atau  Balai  Harta  Peninggalan,  dan 
dalam  ha l  W aj ib  Pajak  di nya takan  bubar atau  dalam  l ikui dasi ,  Surat 
Paksa  diber i tahukan kepada o rang  atau  badan yang dibebani  un tuk 
melakukan pemberesan,  a tau  l ikui da to r. 

(6 ) Dalam  ha l W aj ib Pajak  menunjuk  seorang kuasa  dengan surat  kuasa 
khusus  un tuk  men jalankan hak  dan  kewaj iban  perpajakan,  Sura t  Paksa 
dapat  diberi tahukan kepada pener ima kuasa dimaksud.  



(7 ) Apabi l a  pemberi tahuan Surat  Paksa  sebagaimana dimaksud dalam 
ayat  (3 )  dan  aya t (4 ) t idak  dapat  di l aksanakan,  Surat  Paksa 
disampaikan mela lui  Pemerintah  Daerah setempat.  

(8 ) Dalam  hal  W aj ib  Pajak  a tau  Penanggung Pajak  tidak  dike tahui  tempat 
t inggalnya,  tempat  usaha,  atau  tempat  kedudukannya,  penyampaian 
Surat  Paksa  di laksanakan dengan cara  menempelkan  Sura t  Paksa 
pada papan pengumuman Kanto r Pejaba t yang  menerbi tkannya, 
mengumumkan melalui  media  massa,  a tau cara  lai n  yang  di te tapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

(9 ) Dalam  hal  Sura t Paksa  harus  di laksanakan di  l ua r  w i layah kerja 
Pejabat ,  Pejaba t  dimaksud meminta  bantuan  kepada Pejabat  yang 
wi layah  kerj anya  mel iputi  tempat  pelaksanaan Sura t  Paksa ,  kecual i  
di te tapkan lai n oleh  Gubernur.  

(10) Pejabat  yang  dim inta  bantuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (9 ), 
waj ib  membantu  dan  memberi tahukan tindaka n yang tel ah 
di laksanakan kepada Pejabat  yang meminta ban tuan.  

(11) Dalam  hal  W aj ib  Pajak  atau  Penanggung Pajak  a tau  pihak -pi hak  yang 
dimaksud dalam ayat  (3 ) dan  ayat  (4 ) menolak  untuk menerima Surat 
Paksa,  Juru  S ita  Pajak  meninggalkan  Sura t  Paksa  dimaksud mau 
menerima Sura t Paksa , dan  Surat  Paksa di anggap tel ah diberi tahukan.  

(12) Pengajuan  keberatan  o leh  W aj ib  Pajak  a tau  Penanggung Pajak  ti dak 
mengakibatkan  penundaan pelaksanaan Sura t Paksa.  

 
 

Pasal 24 

 

(1 ) Pelaksanaan Surat  Paksa  tidak  dapat  di l anj utkan  dengan penyi ta an 
sebelum l ewat  2  kal i  24  jam  setelah  Surat  Paksa  diberi tahukan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 21.  

(2 ) Pelaksanaan penag ihan  pajak  dengan sura t  paksa ,  di lakukan sesuai 
dengan ke tentuan  peraturan  perundang -undangan yang berl aku .  

 
Bagian Keempat 

 
Penyitaan 

 
Pasal 25 

 

(1 ) Apabi l a  utang  pa jak  tidak  di l unasi  W aj ib  Pajak  a tau  Penanggung Pajak 
dalam j angka  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal  24,  Pejabat 
menerbi tkan  Sura t Perin tah  Melaksanakan Penyi taan .  

(2 ) Penyitaan  di laksanakan oleh  Juru  Si ta  Pajak  dengan disaksikan  ol e h 
sekurang -kurangnya  2  o rang  yang tel ah  dewasa,  penduduk  Indonesia, 
dikenal oleh  Juru Si ta Pajak, dan dapat  dipercaya .  

(3 ) Setiap pelaksanaan penyi taan , Juru Si ta  Pajak membuat  Beri ta Acara 
Pelaksanaan Si ta  yang  di tanda tangani  ol eh  Juru  Si ta  Pajak,  W aj ib 
Pajak atau  Penanggung Pajak dan saksi -saksi .  

 
 
 
 



Pasal 26 

(1 ) Penyitaan  di l aksanakan te rhadap barang  mi l ik  W aj ib  Pajak  atau 
Penanggung Pajak yang  berada  di  tempat  t i nggal,  tempat  usaha, 
tempat  kedudukan,  atau  di  temapt  lai n  termasuk  yang penguasaannya 
berada di  tanga n pihak l ain  atau  yang di j aminkan  sebagai pelunasan 
u tang  te r ten tu  yang dapat  berupa :  

a . barang  bergerak  termasuk  mobi l ,  perhi asan,  uang tunai,  dan 
deposito berjangka,  tabungan, saldo  rekening  koran ,  gi ro ,  atau 
ben tuk  la innya  yang di persamakan dengan i tu ,  ob l i gasi  saham, 
a tau surat  berharga  lai nnya , piu tang,  dan  penyertaan modal  pada 
perusahaan lain ;  

b . barang  tidak  bergerak  te rmasuk  tanah,  bangunan,  dan  kapal 
dengan is i  koto r te rtentu.  

(2 ) Penyitaan  te rhadap W aj ib  Pajak  atau  Penanggung Pajak  Badan dapat 
di laksanakan te rhadap barang mi l ik perusahaan, pengurus , kepala 
perwaki lan,  kepala  cabang,  penanggung j awab,  pemil ik  modal ,  baik  di  
tempat  kedudukan yang bersangkutan,  di  tempat  t i nggal  mereka 
maupun di  tempat  lain .  

(3 ) Penyitaan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  di laks anakan sampai 
dengan ni lai  barang  yang dis i ta  di perki rakan  cukup oleh  Juru  Si ta 
Pajak un tuk  melunasi u tang  pajak dan bi aya  penagihan pajak.  

(4 ) Pengajuan  keberatan  tidak  mengakiba tkan  penundaan pelaksanaan 
penyi taan. 

 
Pasal 27 

Penyitaan tambahan dapat di laksanakan apabi l a :  

1 . ni lai  barang  yang dis i ta sebaga imana dimaksud dalam Pasal  26 ni lainya 
t idak  cukup un tuk  melunasi bi aya  penagihan pajak dan  u tang pajak;  

2 . hasi l  lelang  barang yang tel ah  dis i ta  t i dak  cukup  un tuk  melunasi  biaya 
penagihan  pajak dan utang  pajak.  

 
Bagian Kel ima 

 
Pelelangan 

 
Pasal 28 

(1 ) Apabi l a  u tang  pajak  dan/a tau  bi aya  penagihan  pajak  ti dak  di lunasi  
se tel ah  di laksanakan penyitaan ,  Pe jabat  berwenang melaksanakan 
penjualan  secara  lel ang  te rhadap barang yang dis i ta  melalui  Kan to r 
Lelang . 

(2 ) Barang  yang dis i ta  berupa  uang tunai,  deposito  berjangka ,  tabungan, 
sal do  rekening  koran,  gi ro  a tau  ben tuk  l ainnya  yang di persamakan 
dengan i tu ,  obl igasi ,  saham,  atau  surat  berharga  l ainnya,  piu tang  dan 
penyertaan  moda l pada perusahaan lai n,  dikecual ikan dari  penjualan 
secara lelang  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ).  

(3 ) Barang yang dis i ta sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ),  di gunakan 
untuk membayar bi aya penagihan pajak  dan utang pajak  dengan cara  :  

a . uang tunai dise to r  ke  Kanto r  Perbendaharaan dan Kas  Daerah atau 
Bank atau  tempat l ain  yang di tunjuk;  



b. deposito  berjangka ,  tabungan,  saldo  rekening  korang,  gi ro ,  atau 
ben tuk  lai nnya  yang dipersamakan dengan i tu,  d ipindahbukukan ke 
rekening  Kanto r  Perbendaharaan dan  Kas  Daerah  atau  Bank  atau 
tempat  la in  yang di tunjuk  a tas  permintaan  Pejaba t kepada Bank  yang 
bersangku tan; 

c. obl igasi ,  saham, atau  sura t  berharga l ainnya  yang  diperdagangkan di  
bursa efek di jual  di  bursa efek a tas  permin taan Pejaba t;  

d . obl igasi ,  saham,  a tau  surat  berharga  la innya  yang tidak  
di perdagangkan di  bursa efek  segera  di j ual  oleh Pejaba t;  

e . pi utang dibua tkan  beri ta  acara  persetujuan  ten tang  pengal ihan  hak 
menagih  dar i  W aj ib Pajak  dan  Penanggung  Pajak kepada Pejabat ;  

f . penyertaan  modal  pada perusahaan lai n  di buatkan  akte  persetujuan 
pengal i han  hak menjual  dar i  W aj ib  Pajak at au Penanggung Pajak 
kepada Pejaba t.  

 
Pasal 29 

(1 ) Penjualan  secara  lel ang  terhadap barang  yang dis i ta  sebagaimana  
dimaksud dalam  Pasal  26  aya t  (1 )  di l aksanakan pal ing  singkat  14  hari  
se tel ah  pengumuman lel ang melal ui  media massa .  

(2 ) Pengumuman l elang  sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1 ) 
di laksanakan pal i ng  singkat  14 hari  se tel ah  penyitaan.  

(3 ) Pengumuman lel ang  un tuk  barang  bergerak  di l akukan 1  kal i  dan  untuk 
barang tidak bergerak di lakukan 2  kal i .  

(4 ) Pengumuman lelang  te rhadap barang  dengan ni l ai  pal i ng  banyak Rp. 
20.000 .000 ,00  (dua  puluh  ju ta  rupiah)  t idak  harus  diumumkan melal ui  
media massa . 

 
Pasal 30 

(1 ) Lelang  tetap  dapat  d i laksanakan walaupun kebera tan  yang di ajukan 
ol eh  W aj ib  Pajak  a tau  Penanggung Pajak  belum  memperoleh  keputusan 
kebera tan. 

(2 ) Lelang  te tap  dapat  di l aksanakan tanpa dihadi ri  W aj ib  Pajak  dan  atau 
Penanggung Pajak .  

(3 ) Lelang  tidak  di laksanakan apabi l a  W aj ib  Pa jak  atau  Penanggung Pajak 
telah melunasi  u tang  pajak dan biaya  penagihan  pajak , atau 
berdasarkan  putusan  pengadi lan  a tau  putusan  pengadi l an  pajak,  atau 
objek  lel ang  musnah.  

 
Bagian Keenam 

 
Hak Mendahulu 

 
Pasal 31 

 

(1 ) Daerah  mempunyai  hak  mendahulu  untuk  tagihan  pajak  atas  barang -
barang mi l ik W aj ib  Pajak atau W aj ib  Pajak dan  Penanggung Pajak .  

(2 ) Ketentuan  hak  mendahulu  sebagaimana dimaksud dalam aya t  (1) , 
mel iputi  pokok  pajak ,  sanksi  adminis trasi  berupa  kenaikan,  bunga, 
denda,  dan  biaya penagihan pajak .  



(3 ) Hak  mendahulu  untuk  tagihan  pajak  me lebihi  sega la  hal  mendahulu 
la innya,  kecual i :  

a . bi aya  perkara  yang  semata -mata  disebabkan suatu  penghukuman 
untuk melel ang sua tu barang  bergerak dan  a tau barang  tidak 
bergerak; 

b . bi aya  yang dikel uarkan untuk menyelematkan  barang  dimaksud, 

c. bi aya  perkara,  yang  semata-mata disebabkan pe lelangan;  

d . hak l ain  yang di tetapkan o leh  Gubernur.  

(4 ) Hak  mendahulu  i tu  hi lang  setelah  lampau waktu  2  tahun  sejak  tanggal 
di te rbi tkan SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT, STPD,  dan  Surat  Keputusan 
Pembetulan ,  Surat  Keputusan  Keberatan ,  Putusan  Banding,  yang 
menyebabkan jumlah  pajak  yang  harus  d ibayar ber tambah,  kecual i  
apabi la  dalam j angka  waktu  2 tahun  te rsebut ,  Sura t  Paksa  untuk 
membayar i tu  di beri tahukan secara  resmi,  a tau  di berikan  penundaan 
pembayaran. 

(5 ) Dalam hal  Surat  Paksa untuk membayar di beri tahukan secara  resmi, 
jangka  wak tu  2  tahun  sebagaimana dimaksud pada aya t  (4) ,  dihi tung 
sejak  tanggal  pemberi tahuan Surat  Paksa ,  atau  dalam hal  di berikan 
penundaan pembayaran,  jangka  waktu  2  tahun  tersebut  di tambah 
dengan jangka waktu penundaan pembayaran .  

 
BAB V II 

 
KEDALUW ARSA PENAGIHAN 

 
Pasal 32 

 

(1 ) Hak  un tuk  melakukan penagihan  pajak  kedaluwarsa setelah  melampaui 
jangka  waktu  5  tahun  te rhi tung  se jak  saat  terutangnya  pajak,  kecual i  
apabi la  W aj ib  Pajak  melakukan tindak  p idana di  bi dang  perpajakan 
Daerah. 

(2 ) Kedaluwarsa  penagihan  pajak  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) , 
te rtangguh apabi la :  

a . di te rbi tkan Sura t Teguran dan  Surat Paksa ;  

b . ada  pengakuan utang pajak dan  W aj ib  Pajak,  baik  l angsungmaupun 
t idak  langsung. 

 
BAB V III  

 
KEBERATAN,  BANDING, DAN GUGATAN 

 
Bagian Pertama 

 
Keberatan 

 
Pasal 33 

 

(1 ) W aj ib Pajak  dapat  mengajukan  keberatan  hanya  kepada Gubernur atau 
pejaba t yang  di tunjuk atas  suatu :  

a . SKPD; 



b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT;  

d . SKPDLB; 

e . SKPDN; 

f . Pemotongan a tau  pemungutan  oleh  pihak  ke tiga  berdasarkan 
peratu ran perundang -undangan perpajakan .  

(2 ) Keberatan  dia jukan secara te rtul is  da lam bahasa  Indonesia dengan 
disertai  al asan -alasan  yang j elas .  

(3 ) Dalam  hal  W aj ib  Pajak  mengajukan  kebera tan  atas  ke te tapan pajak 
secara  j aba tan,  W aj ib  Pajak  harus  dapat  membuktikan  ke tidakbenaran 
ke te tapan pajak te rsebu t.  

(4 ) Keberatan  harus  di ajukan  dalam  jangka  wak tu  pal ing  lama 3  bulan  sejak 
tangga l d i te rimanya surat  ke te tapan pajak  sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1 ),  kecual i  apabi la  W aj ib  Pajak  dapat menunjukkan bahwa j angka 
waktu i tu  t i dak dapat  di penuhi  ka rena  keadaan di  lua r  kekuasaannya.  

(5 ) Keberatan yang tidak memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud 
pada aya t  (2 ),  (3 )  dan  (4 ) ,  t idak  di anggap  sebagai  pengajuan  kebera tan , 
sehingga ti dak  di pertimbangkan.  

(6 ) Pengajuan  kebera tan  tidak  menunda kewaj iban  membayar pajak  dan 
pelaksanaan penagihan  pajak  sesuai dengan peraturan  perundang -
undangan yang berlaku.  

 
Pasal 34 

(1 ) Gubernur atau  pejaba t  yang  di tunjuk  dalam  jangka  wak tu  pal ing  lama 12 
bulan  sejak  tangga l  Surat  Keberatan  di te rima,  harus  memberikan 
keputusan atas kebera tan yang di ajukan.  

(2 ) Keputusan  atas  keberatan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) ,  dapa t 
berupa  menerima selu ruhnya  atau  sebagian  menolak , a tau  menambah 
besarnya pajak yang  terutang .  

(3 ) Apabi l a  j angka  waktu  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 )  telah  lewat 
dan  Gubernur atau  pejaba t yang di tunjuk tidak  memberi  suatu 
kepu tusan,  maka kebera tan  yang diajukan  te rsebut  di anggap 
dikabulkan. 

(4 ) Keputusan  kebera tan  ti dak  menghi langkan hak  W aj ib  Pajak untuk 
mengajukan  permohonan mengangsur pembayaran.  

 
Bagian Kedua 

 
Banding 

 
Pasal 35 

 

(1 ) W aj ib Pajak dapat  mengajukan  permohonan banding  hanya  kepada 
Pengadi l an  Pajak,  te rhadap keputusan mengenai  keberatan  yang 
di te tapkan ol eh  Gubernur atau  pe jabat  yang di tunjuk .  

(2 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) ,  dia jukan  secara 
te rtul is  dalam  bahasa  Indonesia ,  dengan al asan  yang jelas ,  dalam 
jangka  waktu  pal ing  lama 3  ( tiga )  bulan  sejak  kepu tusan  keberatan 
di te rima,  dengan d i l ampiri  sal i nan  dari  su rat  keputusan  te rsebut .  



(3 ) Pengajuan  permohonan banding tidak  menunda kewaj iban  membayar 
pajak  dan pelaksanaan penagihan  pajak .  

 
Pasal 36 

(1 ) Terhadap satu kepu tusan keberatan , d iajukan  satu surat  band ing .  

(2 ) Terhadap banding  dapat  di ajukan  sura t  pernyataan  pencabutan  kepada 
Pengadi l an  Pajak.  

(3 ) Banding  yang dicabu t  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ) ,  di hapus 
dari  daf ta r  sengke ta dengan :  

a . penetapan Ketua  dalam hal  su ra t  pernyataan  pencabutan  di ajukan 
sebelum sidang di laksanakan;  

b . putusan  Majel is  Hak im/Hakim Tunggal  melal ui  pemeriksaan dalam 
hal  su ra t  pernyataan pencabutan  di ajukan  dalam si dang atas 
persetujuan  te rbanding.  

(4 ) Banding  yang telah  dicabu t  melal ui  pene tapan atau  pu tusan  
sebagaimana d imaksud dalam aya t (3 )  t i dak dapat di ajukan  kembal i .  

 
Pasal 37 

Selain  dari  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 35,  dalam hal 
banding  diaj ukan  te rhadap besarnya  jumlah  pajak  yang te rutang ,  banding 
hanya  dapat  di ajukan  apabi la  j umlah  pajak  yang  te rutang  dimaksud tel ah 
di bayar sebesar 50% (l ima puluh persen). 

 
Pasal 38 

(1 ) Banding  diaj ukan  sendi ri  ol eh  W aj ib  Pajak  atau  Penanggung Pajak ,  ahl i  
warisnya,  seorang  pengurus , a tau kuasa  hukumnya.  

(2 ) Apabi l a  selama proses  banding,  pemohon banding  meninggal  dunia , 
banding  dapat  di l anj utkan oleh ahl i  warisnya,  kuasa huku m dari  ahl i  
warisnya,  atau  pengampunya dalam hal pemohon banding  pai l i t.  

(3 ) Apabi l a  sel ama proses  banding  pemohon banding melakukan 
penggabungan,  pe leburan ,  pemecahan a tau  pemekaran  usaha,  atau 
l ikuidasi , permohonan dimaksud dapat di lanju tkan o leh  pi hak  yang 
menerima per tanggungjawaban karena  penggabungan,  peleburan , 
pemecahan atau  pemekaran  usaha, atau karena l ikuidasi  d imaksud.  

 
Bagian Keti ga 

 
Gugatan 

 
Pasal 39 

 

(1 ) Gugatan  di ajukan  secara  te rtul is  dalam  bahasa  Indonesia  kepada 
Pengadi l an  Pajak.  

(2 ) Jangka  waktu  unt uk  mengajukan  gugatan  te rhadap pelaksanaan 
penagihan  pajak  adalah  14  (empat  belas )  hari  sejak  tanggal 
pelaksanaan penagihan.  

(3 ) Jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 )  t i dak  mengika t 
apabi la  j angka  waktu  dimaksud ti dak  dapat  dipenuhi  ka rena  keadaan 
di luar  kekuasaan penggugat .  



(4 ) Perpanjangan jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada aya t  (3 )  
adalah  14 (empat  belas ) hari  terhi tung  se jak  tanggal  berakhi rnya 
keadaan di l uar kekuasaan penggugat.  

(5 ) Terhadap 1  (satu )  pe laksanaan penagihan  atau  1  (satu )  Keputusan 
di ajukan  1 (satu)  Surat Gugatan.  

 
Pasal 40 

 Sanggahan pi hak  keti ga  te rhadap kepemil ikan  barang  yang dis i ta,  hanya 
dapat  diaj ukan kepada Pengadi lan Negeri .  

(1 ) Pengadi l an  Negeri  yang  menerima sura t sanggahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) ,  memberi tahukan secar a te r tul is  kepada 
Pejabat .  

(2 ) Pejabat  menangguhkan pelaksanaan penag ihan  pajak  hanya  te rhadap 
barang  yang disanggah kepemil ikannya  sejak  menerima pemberi tahuan 
sebagaimana d imaksud dalam aya t (2 ) .  

(3 ) Sanggahan pi hak  ke tiga  te rhadap kepemil ikan barang  yang dis i ta ,  t idak 
dapat  diaj ukan se tel ah  lel ang  di l aksanakan.  

 
BAB IX 

 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  

 
Pasal 41 

(1 ) A tas  kelebihan  pembayaran  pajak  berdasarkan  perhi tungan dari  W aj ib 
Pajak,  W aj ib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan pengembal ian 
kepada Gubernur.  

(2 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ),  dinyatakan  secara 
te rtul is dan  di tanda tangani,  dengan sekurang -kurangnya  memuat :  

a . bukti  se to ran pajak ;  

b . bukti  SPTPD; 

c. dokumen a tau  ke te rangan yang menjadi  dasar pembayaran  

d . pajak ; 

e . perhi tungan pembayaran pajak menuru t  W aj ib Pajak .  

(3 ) Terhadap permohonan pengembal ian  sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1 )  te rlebih  dahulu  di l akukan pemeriksaan kepada W aj ib  Pa jak  untuk 
mengetahui kebenaran atas  permohonan tersebut.  

(4 ) Gubernur dalam jangka  wak tu  pal i ng  l ama 12  bulan  sejak  di te rima nya 
permohonan kelebihan  pembayaran  pajak  sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1 ),  harus  memberikan  keputusan  dan  m enerbi tkan  SKPDLB dalam 
jangka wak tu pal i ng  lama 1 bulan.  

(5 ) Apabi l a  dalam  jangka  wak tu  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4 )  telah 
di lampau i dan Gubernur t i dak  member ikan  suatu  keputusan , 
permohonan pengembal i an  kelebihan  pembayaran  pajak  di anggap 
dikabulkan,  dan SKPDLB harus d i te rbi tkan dalam jangka  waktu pal ing 
lama 1 bulan . 

(6 ) Apabi l a  W aj ib  Pajak  mempunyai  utang  pajak  yang  sama atau  u tang 
pajak  Daerah  la innya , kelebihan pembayaran  pajak , l angsung 
di perh i tungkan un tuk  melunasi te rlebih dahulu u tang  pajak te rsebut.  



(7 ) Pengembal ian  kelebihan  pembayaran  pajak  sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (6 ) , di lakukan dalam jangka wak tu  pa l ing  lama 2  bulan  sejak 
di te rbi tkannya SKPDLB 

(8 ) Apabi l a  pengembal ian kelebihan pembayaran  pajak  di l akukan se telah 
lewat  jangka wak tu  2  bulan ,  Gubernur memberikan  imbalan  bunga 
sebesar 2% sebulan  atas  kete rlambatan pembayaran  kelebihan 
pembayaran pajak.  

 
Pasal 42 

(1 ) A tas  kelebihan  pembayaran  pajak  berdasarkan  sura t  kepu tusan 
kebera tan,  dan pu tusan banding,  W aj ib Pajak dapat  mengajukan 
permohonan pengembal ian kepada Gubernur.  

(2 ) Terhadap kelebihan  pembayaran  pajak  sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1 ) t idak di l akukan pemeriksaan kepada W aj ib  Pajak  

(3 ) Berdasarkan  permohonan pengembal ian sebaga imana dimaksud pada 
ayat  (1 )  a tau  berdasarkan  keputusan  keberatan  atau  berdasarkan 
sal inan  putusan  banding  dari  Pengadi lan  Pajak ,  Gubernur m enerbi tkan 
SKPDLB dengan di tambah imba lan  bunga sebesar 2% sebulan  untuk 
jangka wak tu  pal ing l ama 24  bulan  yang di hi tung  sejak  bu lan  pelunasan 
yang menyebabkan te rdapatnya  kelebihan  pembayaran,  sampai  dengan 
di te rbi tkannya SKPDLB.  

(4 ) Kelebihan  pembayaran  pajak  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) , 
dapat  dikompensasikan  dengan j enis  pajak  ya ng  sama.  atau  i angsung 
di perh i tungkan un tuk  meiunasi u tang  pajak Daerah  lai nnya .  

 
Pasal 43 

Ta ta  cara  pengembal i an  kelebihan  pembayaran  pajak  berikut  imbalan  bunga 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 41 dan  42,  di tetapkan oleh Gubernur.  

 
BAB X 

 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 44 

 

(1 ) Gubernur karena  jaba tan  a tau  a tas  permohonan W aj ib  Pa jak,  dapa t 
membetulkan SKPD a tau  SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang 
dalam  penerb i tannya  te rdapat  kesalahan tu l is,  kesalahan hi tung 
dan /a tau  kekel i ruan  dalam  penerapan peraturan  perundang -undangan 
perpajakan Daerah .  

(2 ) Gubernur dapat :  

a . mengurangkan a tau  menghapuskan sanksi  administ rasi  berupa 
bunga,  denda,  dan  kenaikan  pajak  yang  te ru tang  menurut  peratu ran 
perundang -undangan perpa jakan  Daerah,  dalam hal  sanksi  te rsebut 
dikenakan karena  kekh i lafan  W aj ib  Pajak  a tau bukan karena 
kesalahannya ; 

b . mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak  yang tidak benar.   

(3 ) Ta ta  cara  pengurangan a tau  penghapusan sanksi  administ rasi  dan 
pengurangan atau  pembata lan  ke te tapan pajak  sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (2 ),  di tetapkan oleh Gubernur  



BAB X I 
 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN  
 

Pasal 45 
 

(1 ) W aj ib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto l ebi h dari  Rp . 
300 .000.000,00 ( tiga ra tus  ju ta  rupiah)  dalam 1 tahun, waj i b 
menyelenggarakan pembukuan  yang dapat menyaj ikan ke te rangan yang 
cukup untuk  menghitung  harga  perolehan,  a tau  harga  penggantian  yang 
di gunakan sebagai  dasar penghi tungan pajak.  

(2 ) W aj ib pajak  dengan peredaran  pendapatan  b ruto  sampai  dengan Rp. 
300 .000.000,00  ( tiga  ra tus  j uta  rupiah)  dalam  j angka  wak tu  1  tahun , 
dapat  dibebaskan dari  kewaj i ban  pembukuan,  akan  te tapi  tetap  di  
waj ibkan  menyelenggarakan pencatatan ni lai  pendapatan  b ru to  secara 
te ra tu r,  yang menjadi  dasar un tuk penghi tungan pajak.   

(3 ) D ikecual ikan dari  kewaj i ban  pembukuan dan  penca ta tan sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1 )  dan (2) , adalah  W aj ib Pajak  :  

a . Pajak Kendaraan  Bermotor dan  Kendaraan  di  Atas A ir ;  

b . Bea Bal ik  Nama Kendaraan Bermotor dan  Kendaraan di  A tas  Ai r;  

c. Pajak Reklame; 

d . Pajak Penerangan Jalan ; 

e . Pajak  Pengambi lan  dan  Pemanfaatan  Ai r  Bawah Tanah dan  Ai r 
Permukaan; 

f . Jenis pajak la in yang di te tapkan ol eh  Gubernur.  

 
Pasal 46 

(1 ) Gubernur a tau  pejabat  yang  di tunjuk  berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk menguj i  kepa tuhan pemenuhan kewaj iban 
perpaj akan Daerah  dalam  rangka  melaksanakan peraturan  perundang -
undangan perpajakan  Daerah.  

(2 ) W aj ib Pajak  yang  diperiksa  waj ib  :  

a . memperl ihatkan dan/a tau meminjamkan buku  a tau  ca ta tan,  dokumen 
yang menjadi  dasarnya  dan  dokumen lai n  yang  berhubungan dengan 
objek  pajak yang te ru tan g; 

b . memberikan  kesempatan  un tuk  memasuki  tempat  a tau  ruangan yang 
di anggap perlu  dan  memberi  bantuan guna  ke lancaran  pemeriksaan;  

c. memberikan ke te rangan yang diperl ukan.  

(3 ) Apabi l a dalam mengungkapkan pembukuan,  penca ta tan , atau  dokumen 
ser ta  ke te rangan yang dim inta ,  W aj ib  Pajak  ter ikat  oleh  sua tu  kewaj iban 
untuk  merahasiakan,  maka kewaj i ban  untuk  merahasiakan  i tu  di t iadakan 
ol eh  permintaan  untuk  keperluan  pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1 ).  

 



Pasal 47   

(1 ) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  46 dalam bentuk :  

a . pemeriksaan l engkap;  

b . pemeriksaan sederhana.  

(2 ) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada aya t (1)  huruf  a , 
di lakukan di  tempat  domisi l i  a tau  di  lokasi  usaha W aj ib  Pajak,  me l ipu ti  
sel u ruh  jenis  pajak  untuk  tahun  pajak  berj alan  dan  atau  tahun -tahun 
pajak  sebelumnya yang di l akukan dengan menerapkan teknis 
pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.  

(3 ) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  b 
dapat  di lakukan:  

a . di  l apangan, mel i pu ti  selu ruh  jenis pajak un tuk  tahun  pajak  berjalan 
a tau  tahun -tahun pajak  sebelumnya dengan  menerapkan teknik 
pemeriksaan dengan bobot yang  sederhana; 

b . di  kantor , mel i puti  jenis pajak  te rtentu untuk tahun  pajak  berj alan . 

 
Pasal 48 

(1 ) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47  di l akukan dengan 
berpedoman pada norma pemeriksaan yang m emuat  ba tasan  te rhadap 
pemeriksa,  pemeriksaan, dan  W aj ib Pajak .  

(2 ) Hasi l  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  di tuangkan ke 
dalam laporan pemeriksaan.  

(3 ) Terhadap temuan dalam pemerik saan yang ti dak  a tau tidak  selu ruhnya 
disetujui  ol eh  W aj ib Pajak  a tau  W aj ib  Pajak dan  Penanggung Pajak , 
di lakukan pembahasan akhi r  hasi l  pemeriksaan.  

(4 ) Hasi l  pembahasan akhi r  has i l  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (3 ),  di buatkan beri ta  acara yang  d i tanda tangani  oleh pe tugas 
pemeriksa dan  W aj ib Pajak  yang  bersangkutan.  

(5 ) Berdasarkan  beri ta  acara  sebagaimana d imaksud pada aya t  (4 )  dan 
laporan  hasi l  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada aya t  (2 ),  dapa t 
di te rbi tkan SKPD a tau  SKPDKB a tau  SKPDKBT atau  SKPDN  a tau  STPD. 

 
Pasal 49 

Norma pemeriksaan,  pedoman l aporan  pemeriksaan,  dan  ta ta  cara 
pemenksaan un tuk  sedap jenis pajak  di te tapkan ol eh Gubernur.  

 
Pasal 50   

(1 ) Gubernur atau  pejabat  yang di tunjuk dapat  melakukan penyegelan 
tempat  a tau ruangan ter tentu , apabi la  : 

a . W aj ib Pa jak  ti dak  memenuhi  kewaj i ban  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  46  ayat (2 );  

b . W aj ib Pajak  memperl iha tkan pembukuan,  pencata tan,  a tau dokumen 
la in yang palsu  a tau  di palsukan .  

(2 ) Ta ta  cara  penyegelan dalam rangka  pemeriksaan di tetapkan oleh 
Gubernur.  

 

 



BAB X II 
 

PENGHAPUSAN P IUTANG PAJAK  
 

Pasal 51 

 

(1 ) Piutang  pajak yang sudah kedaluwarsa dapat di l akukan penghapusan.  

(2 ) Penghapusan pi utang  Pajak  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) , 
di lakukan ol eh  Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piu tang 
pajak  dari  Ke pala Dinas Pendapatan Daerah .  

(3 ) Permohonan penghapusan piu tang  Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2 ),  sekurang -kurangnya memuat :  

a . nama dan al amat W aj ib  Pajak a tau Penanggung Pajak :  

b . jumlah p iutang pajak ;  

c. tahun  pajak; 

d . jenis pajak. 

(4 ) Berdasarkan  permohonan penghapusan sebagaimana d imaksud  pada 
ayat  (2 ) ,  Gubernur dapat  menetapkan penghapusan p iutang  pajak 
sampai  dengan Rp.  1 .000.000 .000,00  (satu  m i l ya r  rupiah)  sedangkan 
untuk  penghapusan piu tang  pajak  dia tas  Rp.  1.000 .0000.000 ,00  (satu 
m i lya r  rup iah)  di tetapkan o l eh  Gubernur se tel ah  mendapat  persetujuan 
Dewan. 

 
Pasal 52 

(1 ) Terhadap piu tang  pajak yang tidak dapat  di tagih l agi  akan  te tapi  belum 
kedaluwarsa,  dimasukkan ke  dalam daf ta r  piu tang  pajak  yang  akan 
di hapuskan. 

(2 ) Piutang  pajak  yang  ti dak  dapat  di tagih  l agi  sebag aimana dimaksud aya t 
(1 ) , adalah :   

a . W aj ib Pajak  meninggal  dunia  dan  tidak  meninggalkan  harta  
kekayaan/warisan  yang dibuktikan  dengan Surat  Ke te rangan 
Kematian dari  Lurah  dan l aporan  hasi l  pemeriksaan Petugas Dinas 
Pendapatan Daerah ;  

b . W aj ib Pa jak  ti dak  mempunyai  har ta  kekayaan lagi ,  yang  dibuktikan 
berdasarkan  l aporan  hasi l  pemeriksaan Petugas  Dinas  Pendapatan 
Daerah  yang menyatakan  bahwa W aj ib  Pajak  memang benar-benar 
t idak  mempunyai  harta  kekayaan l agi ;  

c. W aj ib Pajak  yang  di nya takan  pai l i t  berdasarkan  pu tusan  pengadi lan , 
dan  dari  hasi l  penjualan har tanya  ti dak  mencukupi  untuk  melunasi 
u tang  pajaknya; 

d . W aj ib Pajak  yang  ti dak di temukan.  

(3 ) Terhadap piu tang  pajak  yang  dicadangkan sebagai  piu tang  pajak  yang 
akan  di hapuskan sebagaimana d imaksud pada aya t (1) ,  t i dak  di l akukan 
lagi  t indakan penagihan.  

(4 ) Ta ta  cara penghapusan piu tang  pajak  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51  di tetapkan oleh Gubernur.  

 



BAB X III  
 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
 

Pasal 53 

 

(1 ) A tas  permohonan W aj ib Pajak , Gubernur dapat memberikan 
pengurangan pajak se tinggi -t ingginya 50% dari  pokok  pajak .  

(2 ) Permohonan pengurangan pajak  sebagaimana dimaksud pada aya t (1) , 
disampaikan secara  ter tul is  dengan sekurang -kurangnya memuat :  

a . nama dan al amat W aj ib  Pajak;  

b . jenis pajak dan  besar pengurangan pajak yang  dimohon , 

c. al asan yang mendasari  diaj ukannya  permohonan  pengurangan pajak .  

 
Pasal 54 

(1 ) Gubernur karena  j abatannya  dapat  memberikan  keringanan pajak 
se tinggi -t i ngginya 50% dari  dasar pengenaan pa jak atau  pokok pajak .  

(2 ) Pemberian  keri nganan sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  di berikan 
berdasarkan  pertimbangan atau keadaan te rten tu.  

 
Pasal 55 

(1 ) Gubernur karena j abatannya dapat  memberikan pembebasan pajak 
kepada W aj ib  Pajak  a tau  te rhadap objek  pajak  te rtentu,  berdasarkan 
a tas  keadi lan dan  asas timbal bal ik  (recip roci tas )  

(2 ) Pemberian  pembebasan pajak  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) , 
dapat  diberikan  sebagian  a tau  selu ruhnya  dari  pajak  yang te ru tang.  

 
Pasal 56 

Persyaratan  dan  ta ta  cara  pemberian pengurangan, keri nganan,  dan 
pembebasan pajak , di te tapkan ol eh  Gubernur.  

 
Pasal 57 

Bentuk dan is i  SPOPD, NPW PD,  SPTPD.  SKPD.  SKPDKB. SKPDKBT,  
SKPDLB,  SKPDN, Sura t Keputusan  Keberatan,  Surat  Keputusan  Pembetulan 
Kete tapan Pajak  Daerah,  Sura t  Keputusan  Pengurangan dan  Penghapusan 
Sanksi  Administ rasi ,  Surat  Keputusan  Pengurangan/Pembatala n  Ketetapan 
Pajak  Daerah,  STPD,  SSPD,  Surat  Teguran atau  Surat  Peri nga tan atau 
surat  l ain  yang  sejenis,  Sura t  Penagihan  Seke tika  atau  Sekal i gus ,  Sura t 
Paksa,  Sura t  Peri ntah  Untuk  Melaksanakan Penyitaan  dan  Sura t 
Permohonan Pelelangan,  di tetapkan oleh Guber nur. 

 



BAB X IV 
 

KETENTUAN KHUSUS 
 

Pasal 58 

(1 ) Setiap  pejaba t  di la rang  m emberi tahukan kepada pi hak  lai n  segala 
sesua tu  yang  diketahu i atau  di beri tahukan kepadanya  ol eh  W aj ib  Pajak 
dalam rangka j aba tan atau pekerj aannya , un tuk  menjal ankan pera tu ran 
perundang -undangan perpajakan  Daerah.  

(2 ) Larangan sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 )  berlaku  juga  te rhadap 
tenaga ahl i  yang  di tunjuk  ol eh  Gubernur untuk  membantu  dalam 
pelaksanaan ke ten tuan perundang-undangan perpa jakan Daerah .  

(3 ) D ikecual ikan  dari  keten tuan  sebagaimana dimak sud pada ayat  (1 ),  dan 
ayat  (2 ),  adalah:  

a . Pejabat  dan  tenaga ahl i  yang  berti ndak  sebagai  saksi  atau  saksi  ahl i  
dalam sidang pengadi lan ;  

b . Pejabat  dan  tenaga ahl i  yang  memberikan  keterangan  kepada pihak 
la in yang di te tapkan ol eh  Gubernur.  

(4 ) Untuk  kepentingan  Daerah ,  Gubernur berwenang memberi  i zin  te rtul is 
kepada pejaba t  dan  tenaga ahl i  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) , 
dan  tenaga -tenaga ahl i  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2 ) , supaya 
memberikan kete rangan, memperl i hatkan  bukti  te rtu l is dari  atau  ten tang 
W aj ib Pajak , kepada pi hak  yang di tunjuknya .  

(5 ) Untuk kepenti ngan  pemeriksaan di  pengadi l an  dalam perkara  pi dana 
a tau  perda ta  atas  permin taan  hakim sesuai  dengan Hukum Acara 
Pidana dan  Hukum Acara  Perdata,  Gubernur dapat memberi  i zin  te rtul is 
untuk  meminta  kepada pe jabat  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)? 
dan  selanju tnya  sebagaimana dimaksud pada aya t  (2 ) ,  bukti  te r tul is  dan 
ke te rangan W aj ib Pajak yang ada  padanya .  

(6 ) Permin taan  hakim  sebagaimana dimaksud pada aya t  (5 ) ,  harus 
menyebutkan nama te rdakwa a tau nama te rguga t,  ke te rangan -
ke te rangan yang dim inta ,  ser ta  kai tan  anta ra  perkara  pi dana atau 
perda ta  yang bersangkutan,  dengan ke te rangan yang dim in ta te rsebu t.  

 
BAB XV 

 
KETENTUAN P IDANA 

 
Pasal 59 

 

(1 ) W aj ib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan  SPTPD atau 
mengisi  dengan tidak  benar a tau  tidak  l engkap atau  melampi rkan 
ke te rangan yang tidak  benar sehingga merugikan  keuangan Daerah , 
dapat  dipi dana dengan pi dana kurungan pal i ng  l ama 1  tahun dan  atau 
denda pal i ng  banyak  2  kal i  jumlah  pajak yang te rutang.  

(2 ) W aj ib Pajak  ya ng  dengan sengaja  ti dak  menyampaikan  SPTPD atau 
mengisi  dengan tidak  benar a tau  tidak  l engkap atau  melampi rkan 
ke te rangan yang tidak  benar sehingga merugikan  keuangan Daerah , 
dapat  dipi dana dengan pi dana penja ra  pal i ng  l ama 2  tahun dan/atau 
denda pal i ng  ba nyak  4  kal i  jumlah  pajak yang te rutang.  

 



Pasal 60 

Tindak  pidana di  bi dang  perpajakan  Daerah  ti dak  di tun tut  se tel ah 
melampaui jangka  waktu 10  tahun sejak  saat  te ru tangnya pajak atau 
berakhi rnya  Masa Pajak  atau  berakhi rnya Tahun Pajak  yang bersangkutan.  

 
Pasal 61 

(1 ) Pejabat  yang  karena  kealpaannya  ti dak  memenuhi  kewaj iban 
merahasiakan  hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58  ayat  (1 )  dan 
(2 ) , dipi dana  dengan pi dana kurungan pal ing  lama 6  bulan atau  denda 
pal ing banyak Rp. 2 .000 .000,00 (dua ju ta  rupiah).  

(2 ) Pejabat  yang  dengan sengaja  ti dak  memenuhi  kewaj i bannya  atau 
seseorang  yang menyebabkan tidak  di penuhinya  kewaj i ban pejaba t 
sebagaimana dimaksud da lam Pasal  58  ayat  (1 )  dan  (2 ),  dipi dana 
dengan pidana kurungan pal i ng  l ama 1  tahun atau  denda pal i ng  banyak 
Rp 5.000 .000 ,00  (l ima ju ta  rupiah).  

(3 ) Penuntutan te rhadap ti ndak  pi dana sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1 )  dan  (2 ),  hanya  di l akukan atas  pengaduan o rang  yang 
kerahasiaannya di l anggar.  

(4 ) Besarnya  denda maksimum sebagaimana dimaksud dengan pada aya t 
(1 )  dan  (2 ),  dapa t  d i t injau  kembal i  sesuai  dengan ke tentuan  perundang -
undangan yang berlaku.  

(5 ) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  dan 
(2 ) , dan  Pasal 59,  merupakan penerimaan Negara .  

 
BAB XVI  

 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 62 

 

(1 ) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipi l  te r ten tu  di  l ingkungan Pemerin tah  Daerah 
di beri  wewenans  khusus  sebaeai  Penvidik  un tuk  melakukan penyidikan 
t indak  pidana di  bidang  perpajakan  Daerah  sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara  Pidana yang berl aku .  

(2 ) W ewenang Penyidik sebaga imana dimaksud pada  ayat  (1 ) adalah :  

a . menerima,  mencari ,  mengumpu lkan ,  dan  mene l i t i  ke te rangan a tau 
laporan  berkenaan dengan t indak pidana di  bidang  perpa jakan 
Daerah,  agar ke te rangan atau  l aporan  te rsebut  menjadi  l ebih 
lengkap dan j elas ;  

b . menel i t i , mencari ,  dan  mengumpulkan  k e te rangan  mengena i o rang 
p ri bad i atau  badan tentang kebenaran  perbuatan  yang di l akukan 
sehubungan dengan ti ndak  pidana perpajakan  Daerah;  

c. meminta  ke te rangan dan  bahan buk ti  dari  o rang  p ribadi  a tau badan, 
sehubungan dengan ti ndak pidana di  bidang  perpa jakan Daerah ; 

d . memeriksa  buku -buku,  cata tan -catatan,  dan dokumen -dokumen lain 
berkenaan dengan ti ndak pidana di  bidang perpajakan Daerah ;  

e . melakukan penggeledahan un tuk  mendapatkan  bahan bukti  
pembukuan, pencatatan  dan dokumen -dokumen lai n,  se rta  
melakukan penyi taan te rhadap bahan bukti  te rsebu t;  



f . meminta  bantuan  tenaga ahl i  dal am rangka  pelaksanaan  tugas 
penyidikan ti ndak pidana di  bidang perpajakan  Daerah ; 

g . menyuruh  berhenti  dan /a tau  mela rang  seseorang  meninggalkan 
ruangan a tau tempat pada saa t pemeriksaan  sedang berlangsung, 
dan  memeriksa i denti tas  o rang  dan/atau  dokumen yang dibawa 
sebagaimana d imaksud pada huruf e ;   

h . memot re t seseorang yang berkai tan  dengan tindak  pi dana  
perpajakan Daerah ;  

i . memanggi l  o rang  un tuk  didengar ke te rangannya  dan  diperiksa 
sebagai  te rsangka atau saksi ;  

j . menghentikan  penyidikan;  

k. melakukan ti ndakan lai n  yang  per lu  un tuk  kelancaran  penyidikan 
t indak pidana di  bidang  perpajakan  Daerah menuru t hukum  yang 
dapat  dipertanggungjawabkan 

(3 ) Penyidik  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1 ),  memberi tahukan 
dimulainya penyidikan  dan  menyampaikan  hasi l  penyidikannya  kepada 
Penuntut  Umum melal ui  Penyid ik  pejabat  Pol is i  Negara  Republ ik 
Indones ia,  sesuai  dengan keten tuan  yang di atu r  dalam  Undang -undang 
Hukum Acara Pidana 

 
BAB XVII  

 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 63 

 

(1 ) Terhadap kewaj i ban  perpajakan yang belum di l aksanakan sampai 
dengan berl akunya  Peratu ran  Daerah  ini ,  dinya takan  masih  tetap 
berlaku  peratu ran  perpajakan  Daerah  untuk  masing -masing  j enis  pajak 
sampai dengan di l aksanakan kewaj iban te rsebut.  

(2 ) Dengan berlakunya  peratu ran  Daerah  ini ,  maka semua keten tuan 
pelaksanaan Pera tu ran  Daerah  di  bidang  perpajakan  Daerah , 
di nya takan  masih  te tap berl aku  sepanjang tidak ber ten tangan dan/atau 
belum  di te tapkan keten tuan  pelaksanaan berdasarkan  Pera tu ran  Daerah 
in i .  

 
BAB XVIII  

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 64 

(1 ) Dengan berlakunya  peraturan  Daerah i ni ,  maka:  

a . ke tentuan  fo rmal sebagaimana diatu r dalam masing -masing  Peratu ran 
Daerah  mengenai  pemungutan  Pajak  Daerah  dinyatakan  tidak  berlaku 
lagi  sepanjang  telah  di atur  dalam Peraturan  Daerah in i .  

b . Ketentuan  materi al  sebagaimana di atu r  dalam masing -masing 
Peraturan  Daerah  tentang  Pemungutan  Pajak  Daerah,  dinyatakan 
masih  te tap  berlaku  sampai  dengan di tetapkannya  Peratu ran  Daerah 
untuk masing -masing  Pajak Daerah.  



(2 ) Peraturan  Daerah i ni  mulai  ber laku  pada tanggal  di undangkan.   

Agar seti ap  o rang  mengetahuinya , memerin tahkan  pengundangan 
Peraturan  Daerah  ini  dengan penempatannya  dalam Lembaran  Daerah 
P ropinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta .  

 
 
 

D i te tapkan di  Jakarta   
pada tanggal 25 Juni  2002 
 
GUBERNUR PROPIN SI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 
 
 
 
 

SUTIYOSO 

 

 
D iundangkan di  Jakarta  
pada tanggal 27 Juni  2002 
 
SEKRETARIS  DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA 

 
  
 
 H. FAUZI BOW O 
 NIP . 470044314 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 4 TAHUN 2002 
TENTANG 

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH (KUPD) 
 
I. PENJELASAN UMUM 

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, 
menempatkan pajak Daerah sebagai sub -sistem perpajakan Nasional, dalam arti pemungutan 
pajak Daerah dilaksanakan selaras dengan sistem perpajakan Nasional, maka sistem 
pemungutan pajak Daerah terus disempurnakan, pemungutannya diintensifkan dan aparat 
perpajakan harus makin ditingkatkan kemampuannya di bidang perpajakan Daerah.  

Dalam undang-undang tersebut masyarakat Wajib Pajak lebih ditingkatkan peran 
sertanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan Daerah dan diarahkan serta dibina agar 
dengan sadar memenuhi kewajibannya. Paradigma menempatkan Wajib Pajak sebagai objek 
sudah harus dihilangkan dengan menempatkannya sebagai mitra kerja yang memiliki hak dan 
kewajiban perpajakan Daerah.  

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dilatarbelakangi 
kemampuan keuangan Daerah yang memadai, intensifikasi pungutan pajak terus diupayakan 
peningkatannya melalui penyempurnaan peraturan perpajakan Daerah yang lebih mudah 
dipahami, sederhana dan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib 
Pajak. 

Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya transparansi pemungutan pajak 
semakin meningkat, hal ini perlu diimbangi dengan berbagai pengaturan tentang pengawasan 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah. 

Peluang yang diberikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk melakukan 
penyempurnaan Peraturan Daerah, merupakan dasar pemikiran yang melandasi tekad dan 
keinginan untuk meningkatkan kualitas produk hukum perpajakan Daerah, melalui 
penyederhanaan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemungutan (ketentuan formal) perpajakan 
Daerah yang lebih simpel, integral dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh Wajib Pajak 
maupun aparat pelaksana, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan partisipas i 
dan peran serta masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan Daerah, serta mudah 
dalam pelaksanaan administrasi pemungutannya.  

Untuk mewujudkan maksud dan keinginan tersebut, perlu secara terpisah antara 
ketentuan formal dan ketentuan material perpajakan Daerah. Ketentuan formal perpajakan 
Daerah mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, hak dan kewajiban Wajib 
Pajak, sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang merupakan pedoman umum 
pemungutan Pajak Daerah. Oleh karenanya Peraturan Daerah ini disebut sebagai Ketentuan 
Umum Pajak Daerah (KUPD) yang diberlakukan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur 
mengenai ketentuan material untuk masing-masing jenis Pajak Daerah yang dipungut di 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 angka 1 s/d 6 : Cukup jelas.  
 angka 7 : Yang dimaksud dengan tanpa imbalan langsung adalah  bahwa 

atas pembayaran pajak Daerah tidak diberikan imbalan 
langsung secara individual, tetapi diberikan secara kolektif.  

 angka 8 : Cukup jelas 
 angka 9 :  Yang dimaksud pemungut antara lain Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan, 
Pertamina sebagai pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor. Sedangkan yang dimaksud pemotong belum ada 
dalam sistem dan prosedur Pajak Daerah. 

 angka 10 s/d 34 :  Cukup jelas 
Pasal 2 Cukup jelas 
 



Pasal 3 ayat (1) :  Cukup jelas 
 ayat (2) :  Cukup jelas 
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa 

seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat 
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya 
kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses 
pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir 
perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau 
penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang 
tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah 
kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang,  
pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

 
Pasal 4 ayat (1)  :  Cukup jelas   
 ayat (2) : Yang dimaksud dengan terlebih dahulu disosialisasikan 

kepada masyarakat sebelum ditetapkan adalah ditujukan 
terhadap jenis-jenis pajak Daerah selain yang telah 
disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini (jenis Pajak 
Daerah yang baru).  

 
Pasal 5 ayat (1) : Ayat ini mengatur sistem pemungutan/pengenaan pajak, yaitu:  

a. self assessment (dibayar sendiri), adalah pengenaan 
pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan 
menggunakan SPTPD. 

b. Official assessment (ditetapkan oleh Gubernur), adalah 
pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah 
terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat  
yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

c. Witholding (pemungut pajak), adalah pengenaan pajak 
yang dipungut oleh pemungut pajak, antara  lain 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut pajak,  
Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik  
yang disediakan oleh PLN. 

 ayat 2  : Cukup jelas 
 
Pasal 6 ayat (1) : SPOPD tidak dipergunakan bagi sistem pemungutan pajak  

yang dipungut oleh pemungut. pajak yang dipungut oleh  
pemungut.  

 ayat 2  : Cukup jelas 
 ayat 3  : Cukup jelas 
 ayat 4  : Cukup jelas 
 ayat 5  : Cukup jelas 
 ayat 6 :  NPWPD secara jabatan diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak 

mendaftar dan melapor ke Dinas Pendapatan Daerah 
walaupun secara material telah memenuhi ketentuan untuk 
menjadi Wajib Pajak. 

 ayat 7  : Cukup jelas  
 
Pasal 7 ayat (1) :  Cukup jelas  
 ayat (2) :  Cukup jelas   
 ayat (3) :  Cukup jelas   
 ayat (4) :  Cukup jelas   
 ayat (5) :  Cukup jelas   
 ayat (6) :  Cukup jelas   



 ayat (7) :  Yang dimaksud dengan jenis pajak tertentu adalah pajak -
pajak yang dipungut dengan sistem official assessment.  

 
Pasal 8 ayat (1) :  Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waktu 

penyampaian SPTPD pada ayat ini, bahwa Wajib Pajak 
ternyata tidak dapat menyampaikan SPTPD sesuai dengan 
jangka waktu yang ditetapkan benar-benar mengalami 
kesulitan, karena masalah-masalah teknis yang berkaitan 
dengan persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan 
untuk keperluan kelengkapan SPTPD.  

   Pemberian jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana 
dimaksud ayat ini dihitung sejak jangka waktu penyampaian 
SPTPD berakhir.  

 ayat (2) :  Cukup jelas  
 
Pasal 9 ayat (1) :  Yang dimaksud dengan kalimat "belum melakukan tindakan 

pemeriksaan" adalah surat pemberitahuan atau surat tugas 
pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah, belum disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
kuasanya atau pegawai dan Wajib pajak.  

 ayat (2) :  contoh:  
   Pembayaran Pajak Restoran dalam SPTPD untuk masa pajak 

bulan Juni 2000 sebesar Rp. 10.000.000,00 SPTPD tersebut 
terdapat kekeliruan dan W ajib Pajak membetulkan sendiri  
SPTPD masa pajak tersebut pada bulan September 2001 
serta kepadanya belum dilakukan tindakan pemeriksaan.   

   Penghitungan bunga (sanksi administrasi 2% per bulan).  
   Pajak terutang karena pembetulan = Rp. 15.000.000,00 
   Pembayaran pajak masa Juni 2000 = Rp.  10.000.000^0 
   Pajak yang kurang dibayar = Rp. 5.000.000,00 

Sanksi Administrasi :  
   Bunga 2% per bulan 
   (2% x 15 bulan) x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 1.500.000.00 
   Pajak dan Bunga Yang Harus Dibayar = Rp.  6.500.000,00 
 
Pasal 10 a ya t  (1 )  : Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang. 

 ayat (2) : Cukup jelas 
Pasal 1 1  :  Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas 

pajak yang dibayar sendiri (sistem self assessment). Penerbitan 
surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang 
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau 
karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib 
Pajak. 

 a ya t  ( 1 )  :  Ketentuan ayat ini memberi kewenangan Kepada Gubernur dalam 
hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dapat menerbitkan 
SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus 
tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya 
terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan 
hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau 
kewajiban material. 

   Contoh : 
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah pada masa pajak tertentu, 
misalnya dalam tahun pajak 2000. Setelah ditegur dalam 
jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah maka dalam jangka waktu 
paling lama 5 tahun sejak saat terutangnya pajak Gubernur 



dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat 
menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang. 

2. Seorang Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD 
pada tahun pajak 2000. Dalam jangka waktu paling 
lama 5 tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak 
benar. Atas pajak yang terutang kurang bayar tersebut, 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan 
SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.  

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 
yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka 
waktu paling lama 5 tahun sesudah pajak yang terutang 
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang, maka Gubernur dalam hal ini 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan 
SKPDKBT. 

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak, maka Gubernur dalam hal ini Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDN.  

 huruf a 
 angka 1) : Cukup jelas 
 angka 2) : Yang dimaksud dengan kalimat "SPTPD tidak disampaikan" 

adalah penyampaian SPTPD tidak dalam batas waktu yang 
ditentukan setelah ditegur secara tertulis. Artinya Wajib Pajak 
tetap menyampaikan SPTPD tetapi telah melampaui batas 
waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.  

 angka 3)  : - Yang dimaksud "kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi" 
dapat terjadi dua kemungkinan Pertama, SPTPD sama 
sekali tidak disampaikan; Kedua, SPTPD disampaikan tetapi 
diisi tidak benar.  

   - Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan 
adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan 
oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data 
yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur 
atau pejabat yang ditunjuk.  

 Huruf b dan c :  Cukup jelas 
 ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak 
yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu pali ng 
lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. 
Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat 
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.  

 ayat (3) :  Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% dari  
pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Gubernur 
menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. 
Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari  
pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk jangka wkatu paling lama 24 



bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat 
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.  

   Contoh :  
   Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak 

Januari tahun pajak 2000 dan setelah ditegur secara tertulis 
Wajib Pajak tersebut tidak juga memenuhi kewajiban 
perpajakannya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah m elakukan 
penetapan pajak yang terutang secara jabatan pada Bulan 
April 2001. 

   Misalkan:  
   Berdasarkan penetapan jabatan  
   Pajak yang terhutang = Rp. 160.000.000,00  
   Pembayaran pajak tahun 2000 = Rp.  100.000.000.00  
   Pokok pajak  = Rp.  60.000.000,00 
   Sanksi berupa kenaikan 
   25% x 60.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 
   Pajak kurang bayar  = Rp.  75.000.000,00 
   Sanksi berupa bunga   
   2% x 16 bulan x Rp. 75.000.000,00  = Rp. 24.000.000,00 
   Pajak yang harus dibayar  = Rp. 99.000.000,00 
 ayat (4) dan (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan 
sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib 
Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% 
dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan.  

  
Pasal 12 ayat (1) :  Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah 

dokumen yang dipergunakan dan berfungsi sama dengan 
SKPD, antara lain berupa karcis, nota perhitungan, tagihan 
rekening listrik.  

 
 ayat (2) : Cukup jelas 
 
Pasal 13 : Cukup jelas 
 
Pasal 14 : Cukup jelas 
 
Pasal 15 ayat (1) dan (2)  : Jenis pajak tertentu yang pembayaran pajaknya telah diatur 

bersamaan dalam proses/mekanisme pelayanan administrasi 
lainnya seperti pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan 
bersamaan dengan pembayaran tagihan rekening list rik kepada 
PLN. 

 ayat (3) : Cukup jelas 
 ayat (4) : Cukup jelas 
 ayat (5) : Besarnya bunga ditetapkan dengan menerbitkan STPD dan 

dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan diterbitkan STPD.  

Pasal 16 ayat (1) :  Cukup jelas   
 ayat (2) :  Cukup jelas  
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan sarana pembayaran lain adalah antara 

lain surat tagihan rekening listrik.  
 
Pasal 17 :  Cukup jelas   
 



Pasal 18 ayat (1) :  Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan 
berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami Wajib Pajak 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.  

   Contoh: 
Apabila pajak terutang dalam SKPDKB sebesar Rp.  
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah disetujui  
pembayaran angsuran sebanyak 5 kali dengan besar 
angsuran yang sama, maka penghitungan besarnya angsuran  
ditambah bunga sebagai berikut.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ayat (2) :  Cukup jelas  
 
Pasal 19 ayat (1) :  Cukup jelas  
 ayat (2) :  Cukup jelas  
 ayat (3) :  Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau 

kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau 
terlambat dibayar.  

 
Pasal 20 ayat (1) :  Yang dimaksud Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan 

agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan dengan menegur atau memperingatkan,  
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 
barang yang telah disita.  

 ayat (2) :  Cukup jelas  
 ayat (3) huruf a s/d c  :  Cukup jelas  
 huruf d : Yang dimaksud dengan saat pelunasan utang pajak adalah 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.  

 
Pasal 21 ayat (1) :  Yang dimaksud dengan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 

adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru 
Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal 
jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari  
semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Juru Sita Pajak 
diangkat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.  

 ayat (2) : Cukup jelas  
 ayat (3) : Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat 

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada 
petugas Juru Sita uniuk melakukan penagihan pajak seketika 
dan sekaligus. 

   Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan 
dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.  

 ayat (4) : Cukup jelas  
 
Pasal 22 ayat (1) :  Pengertian kata "dapat" pada ayat ini adalah bahwa penagihan 

pajak dengan surat paksa baru dapat dilaksanakan apabila 
Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal 
jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 hari surat 

Angsuran Utang Pokok Bunga Jumlah 

 Pajak Angsuran 2% Angsuran 

Ke-I 10.000.000 2.000.000 200.000 2.200.000 

Ke-2 8.000.000 2.000.000 160.000 2.160.000 

Ke-3 6.000.000 2.000.000 120.000 2.120.000 

Ke-4 4.000.000 2.000.000 80.000 2.080.000 

Ke-5 2.000.000 2.000.000 40.000 2.040.000 



teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
diterima oleh Wajib Pajak atau W ajib Pajak tidak memenuhi 
angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.  

 ayat (2) : Cukup jelas  
 
Pasal 23 ayat (1) :  Cukup jelas  
 ayat (2) : Cukup jelas  
 ayat (3) : Cukup jelas  
 ayat (4) : Yang dimaksud dengan “maupun di tempat lain yang 

dimungkinkan” adalah kantor pemerintahan kelurahan setempat.  
 ayat (5) : Cukup jelas  
 ayat (6) : Cukup jelas  
 ayat (7) : Cukup jelas  
 ayat (8) : Cukup jelas  
 ayat (9) : Cukup jelas  
 ayat (10) : Cukup jelas  
 ayat (11) : Cukup jelas  
 ayat (12) : Cukup jelas  
 
Pasal 24 ayat (1) :  Jangka waktu 2 kali 24 jam dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak 
sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.  

 ayat (2) : Cukup jelas  
 
Pasal 25 ayat (1) :  Cukup jelas  
 ayat (2) : Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa 

pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 ayat (3) : Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan 
kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan 
barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penangggung 
Pajak kepada Pejabat Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, 
Juru Sita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita 
secara jelas dan lengkap yang sekurang -kurangnya memuat hari  
dan tanggal, nomor, nama Juru Sita Pajak, nama Penanggung 
Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.  

 
Pasal 26 ayat (1) : Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang 

pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat 
dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik 
yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan 
Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang 
penguasaannya berada di tangan pihak lain.  

    Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan 
barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan 
dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak 
tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. 
Keadaan tertentu, misalnya, Juru Sita Pajak tidak menjumpai 
barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang 
bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya 
tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.  

   Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara l ain, hak 
milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.  

   Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, 
misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang 
dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai 
jaminan pelunasan utang tertentu , misalnya, barang yang 
dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.  



 ayat (2) : Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap 
barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut 
tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat 
ditemukan atau karena kesulitan/dalam melaksanakan penyitaan 
terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka 
penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik 
pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung 
jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.  

 ayat (2) : Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Juru Sita Pajak 
harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan 
harga wajar sehingga Juru Sita Pajak tidak dapat melakukan 
penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak 
dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.  

   Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya 
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya 
sehubungan dengan penagihan pajak.  

 ayat (4) : Cukup jelas 
 
Pasal 27 :  Ketentuan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak dapat 

melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung 
Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai  
barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar 
utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, 
penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan 
jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang 
dilaksanakan. 

 
Pasal 28 ayat (1) :  Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi hutang pajak tetapi  

belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang 
terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.  

 ayat (2) : Cukup jelas 
 ayat (3) huruf a :  Cukup jelas 
 huruf b : Pemindah bukuan objek sita yang tersimpan di bank  berupa 

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro. atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan 
dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 huruf c s/d f  : Cukup jelas 
 
Pasal 29 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada 

penanggung pajak melunasi hutang pajaknya sebelum 
pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai 
dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan 
secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.  

 ayat (2) : Cukup jelas 
 ayat (3) : Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-

sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali  
untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang 
bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan 
barang bergerak dapat didahulukan  

 ayat (4) : Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa 
misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan 
di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan 
pengumuman kantor pejabat.  

 
Pasal 30 ayat (1) : Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari  

Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan 



pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka 
sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum 
memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.  

 ayat (2) : Karena penguasaan barang yang disita telah berpinda h dari  
Penanggung Pajak kepada pejabat maka pejabat yang 
bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang 
disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki 
barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita 
akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, 
lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadir i oleh 
Penanggungg Pajak.  

 ayat (3) : Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung 
Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang 
mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang 
yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan 
gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, 
atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar 
atau bencana alam. lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun 
utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.  

 
Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas 
 ayat (2) : Cukup jelas 
 ayat (3) huruf a s/d c  : Cukup jelas 
 huruf d : Hak lain yang ditetapkan oleh Gubernur setelah dikoordinasikan 

dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan.  
 ayat (4)  : Cukup jelas 
 ayat (5) : Yang dimaksud dengan jangka waktu penambahan penundaan 

pembayaran, apabila permohonan penundaan pembayaran 
dikabulkan. 

 
Pasal 32 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk 

memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak 
dapat ditagih lagi.  

 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian 
Surat Paksa tersebut.  

 huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah 

   Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung 
adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung 
menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada 
Pemerintah Daerah.  

   
   Contoh : 

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan 
pembayaran;  

- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan  
 
Pasal 33 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak  dalam 

surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana 
mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Gubernur \ang menerbitkan surat ketetapan pajak.  

   Keberatan yang dilakukan adalah terhadap materi atau isi dari  
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang 
seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. 



   Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan 
satu tahun pajak.  

 huruf a s/d e  : Cukup jelas 
 huruf f  :  Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut peraturan perundang -undangan perpajakan 
Daerah atau yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai 
pemotong/pemungut pajak.  

 ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan 
data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang 
ditetapkan oleh petugas pajak (fiskus) tidak benar.  

 ayat (3) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan 
secara jabatan.  

   Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan 
karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat  Pemberitahuan 
Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. 
Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat 
Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.  

 ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah 
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib 
Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah 
bencana alam.  

 ayat (5) : Cukup jelas 
 ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib 

Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak 
yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, 
sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.  

 
Pasal 34 ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak 

maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena 
itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi 
keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 
bulan sejak Surat Keberatan diterima.  

 ayat (2) : Cukup jelas  
 ayat (3)  : Cukup jelas 
 ayat (4) : Cukup jelas 
 
Pasal 35  : Cukup jelas  
 
Pasal 36 ayat (1) dan (2)  : Cukup jelas 
 Ayat 3 : Atas banding yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan 

belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan 
pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.  

   Terhadap permohonan pencabutan dimaksud dilakukan 
pemeriksaan dengan acara cepat.  

   Atas putusan pemeriksaan dengan acara cepat dimaksud tidak 
dapat lagi diajukan banding.  

 
Pasal 37 : Yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang termasuk 

sanksi administrasi. 
   Contoh:  
   Pokok pajak  Rp. 1.000.000,00 
   Sanksi Administrasi (bunga)  
   2% sebulan  Rp. 20.000,00 
   Pajak terhutang  Rp. 1.020.000,00 
   Apabila mengajukan banding, Wajib Pajak terlebih dahulu 

diwajibkan untuk menyetor sebesar:  
   50% x Rp. 1.020.000,- = Rp. 510.000,- 



 
Pasal 38 : Cukup jelas 
 
Pasal 39 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada 

Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan 
peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju 
dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan 
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau 
Pengumuman Lelang. 

   Jangka waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan dianggap 
memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 
Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa 
dihitung sejak pemberitahuan kepada Penanggung Pajak, untuk 
sita dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, 
dan untuk lelang dihitung sejak Pengumuman Lelang. Dengan 
demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 hari 
sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu 
dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan maka 
hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.  

 ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas 
 ayat (5) : Permohonan ganti rugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang 

gugatannya dikabulkan kepada Pejabat tempat pelaksanaan 
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau 
Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti  
rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.  

 ayat (6) dan (7)  : Cukup jelas  
   
Pasal 40 ayat (1)  : Cukup jelas  
 ayat (2) : Cukup jelas  
 ayat (3) :  Cukup jelas 
 ayat (4) : Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan 

terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Juru Sita Pajak 
melalui proses perdata Namun,  apabila Pejabat Leiang tciah 
menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam 
proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak 
dapat diajukan lagi  terhadap kepemilikan barang yang telah 
terjual dimaksud. Hal ini  dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang 
karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang 
cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang 
dilaksanakan. 

 
Pasal 41 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas 
 ayat (3) : Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan 

keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus 
melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kecuali pengembalian 
kelebihan pembayaran berdasarkan putusan banding dan surat 
keputusan keberatan.  

 ayat (4) s/d (6) : Cukup jelas 
 ayat (7) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 bulan 
sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya 
pembayaran kelebihan.  

 ayat (8) : Cukup jelas  
 
Pasal 42 : Cukup jelas 
 
Pasal 43 : Cukup jelas 



 
Pasal 44 ayat (1) : Cukup jelas 
 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan kekhilafan Wajib Pajak adalah keadaan 

Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa atau dalam kondisi 
tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan.  

 huruf b : Gubernur karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan 
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang 
tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan 
pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal 
(memasukkan surat permohonan pengurangan tidak pada 
waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.  

 ayat 3 : Cukup jelas  
 
Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas 
 ayat (2) : Cukup jelas  
 ayat (3) huruf a s/d e : Cukup jelas 
 huruf f  : Yang dimaksud dengan pajak lain yang ditetapkan oleh Gubernur 

adalah jenis pajak selain yang telah disebutkan pada ayat (3) 
huruf a s/d e dan yang akan ditetapkan berdasarkan berdasarkan 
Pasal 4 yang dalam perkembangannya dapat dikecualikan oleh 
Gubernur dari kewajiban pembukuan dan pencatatan.  

 
Pasal 46 ayat (1) : Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya dalam rangka  

pengawasan berwenang melaksanakan pemeriksaan untuk:  
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Daerah 
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan  

perpajakan Daerah 
 
 ayat (2) : Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang 

berkaitan dengan pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan 
secara jabatan 

 huruf a :  Cukup jelas 
 huruf b :  Termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk 

melakukan pemeriksaan kas (kas opname). 
 huruf c  : Cukup jelas 
 ayat (3) : Cukup jelas 
 
Pasal 47 ayat (1) : Yang dimaksud: 

- pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan 
terhadap seluruh kegiatan Wajib Pajak yang bersifat 
komprehensif. 

- Pemeriksaan sederhana atau verifikasi adalah pemeriksaan 
singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor 
maupun pemeriksaan sederhana di lapangan.  

 ayat (2) : Cukup jelas 
 ayat (3) : Cukup jelas 
 
Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas 
 ayat (2) : Yang dimaksud laporan pemeriksaan dalam ayat ini  adalah 

laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa 
secara rinci ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup 
dan maksud pemeriksaan. 

 ayat (3) s/d (5) : Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang 
dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya 
memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama 
pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang 
disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita 



acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa 
dan wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan 
surat ketetapan pajak daerah atau STPD.  

 
Pasal 49 : Cukup jelas 
 
Pasal 50 : Cukup jelas  
 
Pasal 51 ayat (1) : Cukup jelas  
 ayat (2) :  Permohonan penghapusan piutang pajak kepada Kepala  Dinas 

Pendapatan Daerah harus menjelaskan alasan-alasan 
penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.  

 ayat (3) : Cukup jelas 
 ayat (4) : Cukup jelas 
 
Pasal 52 ayat (1) : Yang dimaksud daftar piutang pajak yang akan dihapuskan 

adalah apabila suatu piutang pajak >ang nyata -nyata sulit atau 
tidak mungkin ditagih, tetapi masih belum melampaui masa 
kedaluwarsa maka piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar 
piutang pajak sampai terpenuhinya masa kedaluwarsa.  

 ayat (2) huruf a s/d c  : Cukup jelas  
 huruf d : Contoh : 
   Wajib Pajak tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan 

tidak jelas data alamatnya.  
 ayat (3) : Cukup jelas 
 ayat (4) : Cukup jelas  
 
Pasal 53 ayat (1) : Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan  

pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif 
pajak dengan dasar pengenaan pajak.  

   Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh 
Gubernur berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. 

   Contoh : 
   Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan 

keagamaan yang tidak bersifat komersial.  
 ayat (2) : Cukup jelas  
 
Pasal 54 ayat (1) : Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang  akan 

digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak 
yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar 
pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan 
pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya .  

 ayat (2) : Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini  
berdasarkan pertimbangan Gubernur pada suatu keadaan 
tertentu. 

   Contoh: 
   Pada saat  kondisi perekonomian sedang resesi  untuk 

membantu masyarakat ekonomi lemah. Gubernur memberikan 
keringanan Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum. 

 
Pasal 55 ayat (1) : Yang dimaksud pembebasan pajak berdasarkan azas  keadilan 

adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.  
   Contoh: 
   Wajib Pajak Restoran yang beromzet di bawah 30  juta pertahun 

dibebaskan dari pengenaan pajak. 
   Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas 

timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi 
Wina Tahun 1961. 



   Contoh: 
   Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor kepada Korps Diplom atik.  
 ayat (2) : Cukup jelas 
 
Pasal 56 : Cukup jelas 
 
Pasal 57 : Cukup jelas 
 
Pasal 58 ayat  (1) : Setiap  pejaba t  baik  pe tugas  pajak  maupun m ereka  sang  

melakukan tugas  di  bidang perpajakan Daerah dilarang 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut 
masalah perpajakan Daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu 
mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya 
bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang 
atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib 
Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi 
berdasarkan asas hukum pajak.  

 ayat (2) : Yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain ahli bahasa, akuntan, 
pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Gubernur untuk 
membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, 
adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

 ayat (3) huruf a huruf b  : Cukup jelas      
 ayat (4) : Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, 

penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan 
instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau atau 
tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada 
pihak tertentu yang ditunjuk oleh Gubernur.  

 ayat (5) : Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 
perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah 
perpajakan Daerah, dan untuk kepentingan peradilan. Gubernur 
memberikan pengecualian atas kewajiban kerahasiaan kepada 
pejabat pajak dan tenaga ahli atas permintaan tertulis Hakim 
Ketua Sidang. 

 ayat (6)  : Cukup jelas  
  
Pasal 59 ayat (1) : Dengan adanya  sanksi pidana, diharapkan timbulnva 

kesadaran  Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.  
   Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati -

hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga 
perbuatan tersebut  menimbulkan kerugian keuangan Daerah.  

 ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini  
yang dilakukan dengan sengaja, dikenakansanksi yang lebih 
berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak 
bagi Daerah. 

 
Pasal 60 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian 

hukum bagi Wajib Pajak. Penuntut Umum dan Hakim. 
 
Pasal 61  ayat (1) : Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai 

perpajakan Daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, 
juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan 
keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan Daerah tidak 
ragu-ragu. 

 ayat 2 : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih 
berat. 



 ayat 3 : Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya 
adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan 
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana 
pengaduan.  

 ayat 4 :  Cukup jelas 
 ayat 5 :  Cukup jelas 
 
Pasal 62 ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas 
Pendapatan Daerah yang diusulkan oleh Gubernur dan diangkat 
oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

   Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang -
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku 

 Ayat 2  :  Cukup jelas  
 Ayat 3 :  Cukup jelas 
 
Pasal 63  :  Cukup jelas  
 
Pasal 64 :  Cukup jelas  


